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KATA PENGANTAR

Hak atas informasi adalah salah satu hak manusia. Ketersediaan informasi sangat
penting bagi kelangsungan hidup manusia. Tanpa informasi, manusia tidak akan
mampu mengambil keputusan akan suatu hal. Ketersediaan informasi akan
mampu memberi pertimbangan bagi manusia untuk mengambil keputusan yang

rasional. Oleh karenanya, informasi harus dapat diperoleh oleh setiap orang.

Sesuai amanat Undang — Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (KIP), diharapkan dapat mendorong terwujudnya pelayanan
publik yang lebih berkualitas melalui keterbukaan informasi dan menjadi landasan
hukum bagi setiap orang untuk mendapatkan hak atas informasi. Pelayanan
Informasi yang prima akan mendorong partisipasi masyarakat yang kemudian
akan mendorong akuntabilitas Pejabat Publik maupun kebijakan-kebijakan publik
yang dikeluarkan. Hal itu tentunya akan berdampak semakin meningkatnya
kualitas pelayanan publik sebagai salah satu tujuan bernegara yaitu mewujudkan

kesejahteraan masyarakat.

Salah satu upaya untuk memenuhi kewajiban Undang - Undang tersebut,
Pemerintah Kota Palangka Raya telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) di seluruh badan publik lingkup Pemerintah Kota Palangka
Raya. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi PPID, maka disusunlah Buku
Saku sebagai bahan sosialisasi Peraturan-Peraturan dan Perundang-Undangan
PPID, sekaligus sebagai pedoman dan payung hukum bagi Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilingkup Pemerintah Kota Palangka Raya

dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Semoga dengan adanya buku saku ini bisa bermanfaat bagi kemajuan dan
perkembangan keterbukaan informasi pada umumnya dan PPID di lingkup

Pemerintah Kota Palangka Raya pada khususnya.
Palangka Raya, 3 Mei 2020

PPID Utama
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian
Kota Palangka Raya

GUNAWAN ABEL, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610303 198103 1 008
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Menimbang

Mengingat

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap

orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya
serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;

. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi

manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan
salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung
tinggi kedaulatan rakyat untuk
mewujudkanpenyelenggaraan negara yang baik;

bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana
dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap
penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan
segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;

. bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu

upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu
membentuk Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi
Publik;

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA

Dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :



Menetapkan : UNDANG - UNDANG TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang
mengandung nilai, makan, dan pesan, baik data, fakta maupun
penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam
berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola,
dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan
penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan
penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang
ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

3. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain
yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara,
yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh danany
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar
negeri.

4. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan
Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk
teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa
informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

5. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik
dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan
menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.

6. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak
melalui bantuan mediator komisi informasi.

7. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para
pihak yang diputus oleh komisi informasi.

8. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk
menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.

9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang
bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan,
dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

10.0Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau
badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.



11.Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

12.Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum
Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang ini.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

(1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap
Pengguna Informasi Publik.
(2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.

(3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi
Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

(4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-
Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian
tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada
masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup
Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada
membukanya atau sebaliknya.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Undang-Undang ini bertujuan untuk:

a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan
kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan
keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;

b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan
publik;

c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik
dan pengelolaan Badan Publik yang baik;

d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan,
efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;

e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang
banyak;

f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
dan/atau



g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan
Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNA INFORMASI

PUBLIK SERTA HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK

Bagian Kesatu

Hak Pemohon Informasi Publik

Pasal 4

(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang ini.
(2) Setiap Orang berhak:
a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk
memperoleh Informasi Publik;

c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai
dengan Undang-Undang ini; dan/atau

d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

(3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi
Publik disertai alasan permintaan tersebut.

(4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan
apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau
kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Bagian Kedua

Kewajiban Pengguna Informasi Publik

Pasal 5

(1) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia
memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan
sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hak Badan Publik



Pasal 6
(1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana
dimaksud pada ayat

(1) adalah:
a. informasi yang dapat membahayakan negara;

b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari
persaingan usaha tidak sehat;

informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadji;
informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau

o o

e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Bagian Keempat

Kewajiban Badan Publik

Pasal 7

(1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan
Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon
Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan
ketentuan.

(2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan
tidak menyesatkan.

(3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan
Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan
dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien
sehingga dapat diakses dengan mudah.

(4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan
yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.

(5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat
pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan
keamanan negara.

(6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau
media elektronik dan nonelektronik.

Pasal 8



Kewajiban Badan Publik yang berkaitan dengan kearsipan dan
pendokumentasian Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

BAB IV

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN

Bagian Kesatu

Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

Pasal 9

(1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
(2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;

b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;

c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau

d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.

(4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat
dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

(5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan
menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi
Informasi.

Bagian Kedua

Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta

Pasal 10
(1) Badan Publik wajib mengumumkan secara serta-merta suatu informasi yang
dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
(2) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat
dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Bagian Ketiga

Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat



(1)

Pasal 11

Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:

a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya,
tidak termasuk informasi yang dikecualikan;

b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;

c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;

d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran
tahunan Badan Publik;

e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;

f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam
pertemuan yang terbuka untuk umum;

g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan
masyarakat; dan/atau

h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang ini.

Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat
berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan
sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban Badan
Publik menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna
Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

Pasal 12

Setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan informasi, yang
meliputi:

a.

b.

c
d.

(1)

(2)

jumlah permintaan informasi yang diterima;
waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan
informasi;

. jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan/atau

alasan penolakan permintaan informasi.

Pasal 13

Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan
Publik:
a. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan

b. membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi
secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar
layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dibantu oleh pejabat fungsional.



Pasal 14

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan
Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh negara
dalam Undang-Undang ini adalah:

a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan
usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan, sebagaimana tercantum
dalam anggaran dasar;

b. nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan
komisaris perseroan;

c. laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi, dan laporan
tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit;

d. hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan
lembaga pemeringkat lainnya,;

e. sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewan pengawas dan
direksi;

f. mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan pengawas;
kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka sebagai Informasi
Publik;

h. pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-
prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan
kewajaran;

pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang;
penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan;
. perubahan tahun fiskal perusahaan;
kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umum atau
subsidi;
m. mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan/atau

— e e

n. informasi lain yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan
Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 15

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh partai politik dalam Undang-Undang
ini adalah:

a. asas dan tujuan;
b. program umum dan kegiatan partai politik;
c. nama, alamat dan susunan kepengurusan dan perubahannya;

d. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

e. mekanisme pengambilan keputusan partai;

f. keputusan partai yang berasal dari hasil muktamar/kongres/munas
dan/atau keputusan lainnya yang menurut anggaran dasar dan anggaran
rumah tangga partai terbuka untuk umum; dan/atau

g. informasi lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan
partai politik.



Pasal 16

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh organisasi nonpemerintah dalam
Undang-Undang ini adalah:

las)

asas dan tujuan;
program dan kegiatan organisasi;
nama, alamat, susunan kepengurusan, dan perubahannya;

pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau sumber luar negeri;

mekanisme pengambilan keputusan organisasi;
keputusan-keputusan organisasi; dan/atau

informasi lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

BABV
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pasal 17

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi
Publik untuk mendapatkan

Informasi Publik, kecuali:

a.

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon
Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu
informasi yang dapat:

1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;

2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban
yang mengetahui adanya tindak pidana;

3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang
berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk
kejahatan transnasional;

4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau
keluarganya; dan/atau

S. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana
penegak hukum.

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon
Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas
kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon
Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara,
yaitu:



6.
7.

. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang

berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan
negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau
evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;

dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan
taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan
keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan
pengakhiran atau evaluasi;

jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan
dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta
rencana pengembangannya;

gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau
instalasi militer;

data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas
pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat
membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang
disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;

sistem persandian negara; dan/atau

sistem intelijen negara.

. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon
Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon
Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:

1.

6.

7.

rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing,
saham dan aset vital milik negara;

rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi
institusi keuangan;

rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah,
perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya,;

rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
rencana awal investasi asing;

proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga
keuangan lainnya; dan/atau
hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon
Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:

1.

posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara
dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;

korespondensi diplomatik antarnegara;

sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam
menjalankan hubungan internasional; dan/atau

perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar
negeri.



g.

Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik
yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;

. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon

Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:

1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;

2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis
seseorang;

3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;

4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan
rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau

5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan
kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik,
yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi
atau pengadilan;

informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 18

(1) Tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan adalah informasi

berikut:
a. putusan badan peradilan;

b. ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, ataupun bentuk
kebijakan lain, baik yang tidak berlaku mengikat maupun mengikat ke
dalam ataupun ke luar serta pertimbangan lembaga penegak hukum;

c. surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan;
d. rencana pengeluaran tahunan lembaga penegak hukum,;
e. laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum;

f. laporan hasil pengembalian uang hasil korupsi; dan/atau
g. informasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

(2) Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila:

a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis;
dan/atau
b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan

publik.

(3) Dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Kepala

Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua
Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/atau Pimpinan Lembaga Negara
Penegak Hukum lainnya yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang dapat
membuka informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf i, dan huruf j.

(4) Pembukaan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dilakukan dengan cara mengajukan permintaan izin kepada Presiden.

(5) Permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) untuk

kepentingan pemeriksaan perkara perdata yang berkaitan dengan keuangan



atau kekayaan negara di pengadilan, permintaan izin diajukan oleh Jaksa
Agung sebagai pengacara negara kepada Presiden.

(6) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)
diberikan oleh Presiden kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa
Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Pimpinan Lembaga Negara
Penegak Hukum lainnya, atau Ketua Mahkamah Agung.

(7) Dengan mempertimbangkan kepentingan pertahanan dan keamanan negara
dan kepentingan umum, Presiden dapat menolak permintaan informasi yang
dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 19

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib
melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik
tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang.

Pasal 20
(1) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf
¢, huruf d, huruf e, dan huruf f tidak bersifat permanen.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu pengecualian diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
BAB VI

MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI

Pasal 21

Mekanisme untuk memperoleh Informasi Publik didasarkan pada prinsip cepat,
tepat waktu, dan biaya ringan.

Pasal 22

(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk
memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis
atau tidak tertulis.

(2) Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik,
subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta
oleh Pemohon Informasi Publik.

(3) Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi
Publik yang diajukan secara tidak tertulis.



(4) Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan
Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa
nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.

(5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat
elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.

(6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor
pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.

(7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan
Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang
berisikan:

a.

b.

f.

g.

informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;

Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai
informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di
bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan
mengetahui keberadaan informasi yang diminta;

penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;

dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan
materi informasi yang akan diberikan;

dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang
dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan
materinya,;

alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

(8) Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk
mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara
tertulis.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan informasi kepada
Badan Publik diatur oleh Komisi Informasi.

BAB VII

KOMISI INFORMASI

Bagian Kesatu

Fungsi

Pasal 23



Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-
Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar
layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui
Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 24
(1) Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi
provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi kabupaten/kota.
(2) Komisi Informasi Pusat berkedudukan di ibu kota Negara.
(3) Komisi Informasi provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi dan Komisi
Informasi kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.
Bagian Ketiga

Susunan

Pasal 25
(1) Anggota Komisi Informasi Pusat berjumlah 7 (tujuh) orang yang
mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
(2) Anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi
kabupaten/kota berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur

pemerintah dan unsur masyarakat.

(3) Komisi Informasi dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan
didampingi oleh seorang wakil ketua merangkap anggota.

(4) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Informasi.
(5) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan

musyawarah seluruh anggota Komisi Informasi dan apabila tidak tercapai
kesepakatan dilakukan pemungutan suara.

Bagian Keempat

Tugas

Pasal 26

(1) Komisi Informasi bertugas:

a. menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa
Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang
diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;



b. menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan

c. menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
(2) Komisi Informasi Pusat bertugas:

a. menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi
dan/atau Ajudikasi nonlitigasi;

b. menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah
selama Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi
kabupaten/kota belum terbentuk; dan

c. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan
Undang-Undang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.

(3) Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota
bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di
daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Bagian Kelima

Wewenang

Pasal 27

(1) Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:
a. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;

b. meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik
terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan
Sengketa Informasi Publik;

c. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun
pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi
Publik;

d. mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam
Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan

e. membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat
dapat menilai kinerja Komisi Informasi.

(2) Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian
Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan
Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota
selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota
tersebut belum terbentuk.

(3) Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian
sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang
bersangkutan.

(4) Kewenangan Komisi Informasi kabupaten/kota meliputi kewenangan
penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat
kabupaten/kota yang bersangkutan.



Bagian Keenam

Pertanggungjawaban

Pasal 28

(1) Komisi Informasi Pusat bertanggung jawab kepada Presiden dan
menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan
wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

(2) Komisi Informasi provinsi bertanggung jawab kepada gubernur dan
menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan
wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi yang
bersangkutan.

(3) Komisi Informasi kabupaten/kota bertanggung jawab kepada bupati/walikota
dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan
wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota
yang bersangkutan.

(4) Laporan lengkap Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), dan ayat (3) bersifat terbuka untuk umum.

Bagian Ketujuh

Sekretariat dan Penatakelolaan Komisi Informasi

Pasal 29

(1) Dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi
dilaksanakan oleh sekretariat komisi.

(2) Sekretariat Komisi Informasi dilaksanakan oleh Pemerintah.

(3) Sekretariat Komisi Informasi Pusat dipimpin oleh sekretaris yang ditetapkan
oleh Menteri yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan
informatika berdasarkan usulan Komisi Informasi.

(4) Sekretariat Komisi Informasi provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang tugas
dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informasi di tingkat provinsi
yang bersangkutan.

(5) Sekretariat Komisi Informasi kabupaten/kota dilaksanakan oleh pejabat yang
mempunyai tugas dan wewenang di bidang komunikasi dan informasi di
tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan.

(6) Anggaran Komisi Informasi Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara, anggaran Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi
Informasi kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kabupaten/kota yang bersangkutan.



Bagian Kedelapan

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 30

(1) Syarat-syarat pengangkatan anggota Komisi Informasi:
a. warga negara Indonesia;
b. memiliki integritas dan tidak tercela;

c. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam
dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;

d. memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang keterbukaan Informasi
Publik sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebijakan publik;

e. memiliki pengalaman dalam aktivitas Badan Publik;

f. bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam Badan Publik
apabila diangkat menjadi anggota Komisi Informasi;

g. bersedia bekerja penuh waktu;
h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
i. sehat jiwa dan raga.

(2) Rekrutmen calon anggota Komisi Informasi dilaksanakan oleh Pemerintah
secara terbuka, jujur, dan objektif.

(3) Daftar calon anggota Komisi Informasi wajib diumumkan kepada masyarakat.

(4) Setiap Orang berhak mengajukan pendapat dan penilaian terhadap calon
anggota Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan
disertai alasan.

Pasal 31

(1) Calon anggota Komisi Informasi Pusat hasil rekrutmen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia oleh Presiden sejumlah 21 (dua puluh satu) orang calon.

(2) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memilih anggota Komisi
Informasi Pusat melalui uji kepatutan dan kelayakan.

(3) Anggota Komisi Informasi Pusat yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia selanjutnya ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 32

(1) Calon anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi
kabupaten/kota hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat
(2) diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota oleh gubernur dan/atau
bupati/walikota paling sedikit 10 (sepuluh) orang calon dan paling banyak 15
(lima belas) orang calon.



(2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota
memilih anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi
kabupaten/kota melalui uji kepatutan dan kelayakan.

(3) Anggota  Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi
kabupaten/kota yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
provinsi dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota
selanjutnya ditetapkan oleh gubernur dan/atau bupati/walikota.

Pasal 33

Anggota Komisi Informasi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan
dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya.

Pasal 34

(1) Pemberhentian anggota Komisi Informasi dilakukan berdasarkan keputusan
Komisi Informasi sesuai dengan tingkatannya dan diusulkan kepada Presiden
untuk Komisi Informasi Pusat, kepada gubernur untuk Komisi Informasi
provinsi, dan kepada  bupati/walikota untuk Komisi Informasi
kabupaten/kota untuk ditetapkan.

(2) Anggota Komisi Informasi berhenti atau diberhentikan karena:
a. meninggal dunia;
b. telah habis masa jabatannya;
c. mengundurkan diri;

d. dipidana dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun penjara;

e. sakit jiwa dan raga dan/atau sebab lain yang mengakibatkan yang
bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas 1 (satu) tahun berturut-
turut; atau

f. melakukan tindakan tercela dan/atau melanggar kode etik, yang
putusannya ditetapkan oleh Komisi Informasi.

(3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui
Keputusan Presiden untuk Komisi Informasi Pusat, keputusan gubernur
untuk Komisi Informasi provinsi, dan/atau keputusan bupati/walikota untuk
Komisi Informasi kabupaten /kota.

(4) Pergantian antarwaktu anggota Komisi Informasi dilakukan oleh Presiden
setelah berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia untuk Komisi Informasi Pusat, oleh gubernur setelah berkonsultasi
dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi untuk Komisi
Informasi provinsi, dan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan
pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota untuk Komisi
Informasi kabupaten /kota.

(5) Anggota Komisi Informasi pengganti antarwaktu diambil dari urutan
berikutnya berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah
dilaksanakan sebagai dasar pengangkatan anggota Komisi Informasi pada
periode dimaksud.



BAB VIII
KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

MELALUI KOMISI INFORMASI

Bagian Kesatu

Keberatan

Pasal 35

(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis
kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan
alasan berikut:

a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;

b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9;

tidak ditanggapinya permintaan informasi;

permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;

e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;

o 0

f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-
Undang ini.

(2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g
dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

Pasal 36

(1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu
paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

(2) Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan
tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
diterimanya keberatan secara tertulis.

(3) Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila atasan pejabat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) menguatkan putusan yang
ditetapkan oleh bawahannya.



Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi

Pasal 37

(1) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi
Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi
Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan
atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan
tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.

(2) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari
atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

Pasal 38

(1) Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi
Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian
Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan
penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

(2) Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.

Pasal 39

Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat
final dan mengikat.

BAB IX
HUKUM ACARA KOMISI

Bagian Kesatu

Mediasi

Pasal 40

(1) Penyelesaian sengketa melalui Mediasi merupakan pilihan para pihak dan
bersifat sukarela.

enyelesaian sengketa melalui Mediasi hanya dapat dilakukan terhadap

2) P lesai k. lalui Mediasi h d dilakuk had
pokok perkara yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf
d, huruf e, huruf f, dan huruf g.

(3) Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk
putusan Mediasi Komisi Informasi.



Pasal 41

Dalam proses Mediasi anggota Komisi Informasi berperan sebagai mediator.

Bagian Kedua

Ajudikasi

Pasal 42

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi nonlitigasi oleh Komisi
Informasi hanya dapat ditempuh apabila upaya Mediasi dinyatakan tidak
berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, atau
salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan.

Pasal 43
(1) Sidang Komisi Informasi yang memeriksa dan memutus perkara paling
sedikit 3 (tiga) orang anggota komisi atau lebih dan harus berjumlah gasal.

(2) Sidang Komisi Informasi bersifat terbuka untuk umum.

(3) Dalam hal pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang
termasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka
sidang pemeriksaan perkara bersifat tertutup.

(4) Anggota Komisi Informasi wajib menjaga rahasia dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).
Bagian Ketiga

Pemeriksaan

Pasal 44

(1) Dalam hal Komisi Informasi menerima permohonan penyelesaian Sengketa
Informasi Publik, Komisi Informasi memberikan salinan permohonan tersebut
kepada pihak termohon.

(2) Pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pimpinan
Badan Publik atau pejabat terkait yang ditunjuk yang didengar
keterangannya dalam proses pemeriksaan.

(3) Dalam hal pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi
Informasi dapat memutus untuk mendengar keterangan tersebut secara lisan
ataupun tertulis.

(4) Pemohon Informasi Publik dan termohon dapat mewakilkan kepada wakilnya
yang secara khusus dikuasakan untuk itu.

Bagian Keempat



Pembuktian

Pasal 45

(1) Badan Publik harus membuktikan hal-hal yang mendukung pendapatnya
apabila menyatakan tidak dapat memberikan informasi dengan alasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 35 ayat (1) huruf a.

(2) Badan Publik harus menyampaikan alasan yang mendukung sikapnya
apabila Pemohon Informasi Publik mengajukan permohonan penyelesaian
Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf
b sampai dengan huruf g.

Bagian Kelima

Putusan Komisi Informasi

Pasal 46

(1) Putusan Komisi Informasi tentang pemberian atau penolakan akses terhadap
seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisikan salah satu perintah
di bawah ini:

a. membatalkan putusan atasan Badan Publik dan memutuskan untuk
memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon
Informasi Publik sesuai dengan keputusan Komisi Informasi; atau

b. mengukuhkan putusan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi untuk tidak memberikan informasi yang diminta sebagian
atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

(2) Putusan Komisi Informasi tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 ayat

(1) huruf b sampai dengan huruf g, berisikan salah satu perintah di bawah
ini:

a. memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk
menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-
Undang ini;

b. memerintahkan Badan Publik untuk memenuhi kewajibannya dalam
jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang ini; atau

c. mengukuhkan pertimbangan atasan Badan Publik atau memutuskan
mengenai biaya penelusuran dan/atau penggandaan informasi.

(3) Putusan Komisi Informasi diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum,
kecuali putusan yang menyangkut informasi yang dikecualikan.

(4) Komisi Informasi wajib memberikan salinan putusannya kepada para pihak
yang bersengketa.

(5) Apabila ada anggota komisi yang dalam memutus suatu perkara memiliki
pendapat yang berbeda dari putusan yang diambil, pendapat anggota komisi



tersebut dilampirkan dalam putusan dan menjadi bagian tidak terpisahkan
dari putusan tersebut.
BAB X

GUGATAN KE PENGADILAN DAN KASASI

Bagian Kesatu

Gugatan ke Pengadilan

Pasal 47

(1) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila
yang digugat adalah Badan Publik negara.

(2) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan negeri apabila yang digugat
adalah Badan Publik selain Badan Publik negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Pasal 48

(1) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat
(2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang
bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi
dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah
diterimanya putusan tersebut.

(2) Sepanjang menyangkut informasi yang dikecualikan, sidang di Komisi
Informasi dan di pengadilan bersifat tertutup.

Pasal 49

(1) Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam
penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pemberian atau penolakan
akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisi salah
satu perintah berikut:

a. membatalkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan
Publik:

1. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang dimohonkan oleh
Pemohon Informasi Publik; atau

2. menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta
oleh Pemohon Informasi Publik.

b. menguatkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan
Publik:

1. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh
Pemohon Informasi Publik; atau



2. menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta
oleh Pemohon Informasi Publik.

(2) Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam
penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pokok keberatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf
g berisi salah satu perintah berikut:

a. memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk
menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-
Undang ini dan/atau memerintahkan untuk memenuhi jangka waktu
pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

b. menolak permohonan Pemohon Informasi Publik; atau
c. memutuskan biaya penggandaan informasi.

d. Pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri memberikan salinan
putusannya kepada para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua

Kasasi

Pasal 50

Pihak yang tidak menerima putusan pengadilan tata usaha negara atau
pengadilan negeri dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung paling
lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya putusan pengadilan
tata usaha negara atau pengadilan negeri.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara
melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 52

Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan,
dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara
berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi
Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus
diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan
mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling



lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima
juta rupiah).

Pasal 53

Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan,
merusak, dan/atau menghilangkan dokumen Informasi Publik dalam bentuk
media apa pun yang dilindungi negara dan/atau yang berkaitan dengan
kepentingan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 54

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau
memperoleh dan/atau  memberikan informasi yang  dikecualikan
sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf
g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2
(dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau
memperoleh dan/atau  memberikan informasi yang  dikecualikan
sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf ¢ dan huruf e, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak
Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 55

Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Informasi Publik yang tidak benar
atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 56

Setiap pelanggaran yang dikenai sanksi pidana dalam Undang-Undang ini dan
juga diancam dengan sanksi pidana dalam Undang-Undang lain yang bersifat
khusus, yang berlaku adalah sanksi pidana dari Undang-Undang yang lebih
khusus tersebut.

Pasal 57

Tuntutan pidana berdasarkan Undang-Undang ini merupakan delik aduan dan
diajukan melalui peradilan umum.



BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran ganti rugi oleh Badan
Publik negara diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Komisi Informasi Pusat harus sudah dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak
diundangkannya Undang-Undang ini.

Pasal 60

Komisi Informasi provinsi harus sudah dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun
sejak diundangkannya Undang-Undang ini.

Pasal 61

Pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini Badan Publik harus
melaksanakan kewajibannya berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 62

Peraturan Pemerintah sudah harus ditetapkan sejak diberlakukannya Undang-
Undang ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63



Pada saat berlakunya Undang-Undang ini semua peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan perolehan informasi yang telah ada tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-
Undang ini.

Pasal 64

(1) Undang-Undang ini mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan.
(2) Penyusunan dan penetapan Peraturan Pemerintah, petunjuk teknis,
sosialisasi, sarana dan prasarana, serta hal-hal lainnya yang terkait dengan

persiapan pelaksanaan Undang-Undang ini harus rampung paling lambat 2
(dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-
Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 30 April 2008

PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 30 April 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA






LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 61.

PENJELASAN
ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

I. UMUM

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal
28 F disebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan
memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan
sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan
Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk
memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi, perlu
dibentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan Informasi Publik.
Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh Informasi
merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan
berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang
terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting
karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik,
penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak
setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan
kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.
Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan
keterbukaan Informasi Publik.

Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat
penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap Orang
untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan
melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya
ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan
terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan
pelayanan Informasi.

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas
Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk
masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang-undang ini meliputi
lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang
mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara



(APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula
organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak
berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta
organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau
seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau
luar negeri. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan
tercipta kepemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan
dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan
demokrasi yang hakiki.

Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan
Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan
rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat
perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis
mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya
kepemerintahan yang baik (good governance).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan '"tepat waktu" adalah pemenuhan atas
permintaan Informasi dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang ini dan peraturan pelaksanaannya.
"Cara sederhana" adalah Informasi yang diminta dapat diakses secara
mudah dalam hal prosedur dan mudah juga untuk dipahami.
"Biaya ringan" adalah biaya yang dikenakan secara proporsional
berdasarkan standar biaya pada umumnya.
Ayat (4)

Yang dimaksud dengan ‘"konsekuensi yang timbul" adalah
konsekuensi yang membahayakan kepentingan yang dilindungi
berdasarkan Undang-Undang ini apabila suatu Informasi dibuka.
Suatu Informasi yang dikategorikan terbuka atau tertutup harus
didasarkan pada kepentingan publik. Jika kepentingan publik yang



lebih besar dapat dilindungi dengan menutup suatu Informasi,
Informasi tersebut harus dirahasiakan atau ditutup dan/atau

sebaliknya.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "membahayakan negara' adalah
bahaya terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa dari
ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan
negara. Lebih lanjut mengenai Informasi yang membahayakan
negara ditetapkan oleh Komisi Informasi.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "persaingan usaha tidak sehat" adalah
persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan
produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang
dilakukan dengan cara tidak jujur, melawan hukum, atau
menghambat persaingan usaha. Lebih lanjut mengenai
Informasi persaingan usaha tidak sehat ditetapkan oleh Komisi
Informasi.
Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d



Yang dimaksud dengan "rahasia jabatan" adalah rahasia yang
menyangkut tugas dalam suatu jabatan Badan Publik atau
tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Informasi Publik yang diminta belum
dikuasai atau didokumentasikan" adalah Badan Publik secara
nyata belum menguasai dan/atau mendokumentasikan
Informasi Publik dimaksud.

Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "berkala" adalah secara rutin, teratur, dan
dalam jangka waktu tertentu.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan '"Informasi yang berkaitan dengan
Badan Publik" adalah Informasi yang menyangkut keberadaan,
kepengurusan, maksud dan tujuan, ruang lingkup kegiatan,
dan Informasi lainnya yang merupakan Informasi Publik yang
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Huruf b yang
dimaksud kinerja Badan Publik adalah kondisi Badan Publik
yang bersangkutan yang meliputi hasil dan prestasi yang
dicapai serta kemampuan kerjanya.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)



Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (0)

Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "serta-merta" adalah spontan, pada saat itu
juga.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d



Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan

Huruf i

. "transparansi" adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses

pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan
Informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan;

. "kemandirian" adalah suatu keadaan di mana perusahaan dikelola

secara profesional tanpa benturan kepentingan dan
pengaruh/tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat;

. "akuntabilitas" adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan

pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan
perusahaan terlaksana secara efektif;

. "pertanggungjawaban" adalah kesesuaian di dalam pengelolaan

perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip
korporasi yang sehat;

. "kewajaran" adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi

hak-hak pemangku kepentingan (stakeholder) yang timbul
berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf1

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.



Huruf n

Yang dimaksud dengan "undang-undang yang berkaitan dengan
badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah" adalah
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
Negara, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas, serta Undang-Undang yang mengatur sektor kegiatan
usaha badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang
berlaku umum bagi seluruh pelaku usaha dalam sektor kegiatan
usaha tersebut.

Pasal 15

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g

Yang dimaksud dengan "undang-undang yang berkaitan dengan
partai politik" adalah Undang-Undang tentang Partai Politik.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan "organisasi nonpemerintah" adalah organisasi baik
berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang meliputi
perkumpulan, lembaga swadaya masyarakat, badan usaha nonpemerintah
yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD,
sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Pasal 17

Huruf a



Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud dengan "Informasi yang terkait dengan sistem

pertahanan dan keamanan negara"

adalah Informasi tentang:

1. infrastruktur pertahanan pada kerawanan: sistem
komunikasi strategis pertahanan, sistem pendukung
strategis pertahanan, pusat pemandu, dan pengendali
operasi militer;

2. gelar operasi militer pada perencanaan operasi militer,
komando dan kendali operasi militer, kemampuan operasi
satuan militer yang digelar, misi taktis operasi militer, gelar
taktis operasi militer, tahapan dan waktu gelar taktis
operasi militer, titik-titik kerawanan gelar militer, dan
kemampuan, kerawanan, lokasi, serta analisis kondisi fisik
dan moral musuh;

3. sistem persenjataan pada spesifikasi teknis operasional alat
persenjataan militer, kinerja dan
kapabilitas teknis operasional alat persenjataan militer,
kerawanan sistem persenjataan militer, serta rancang
bangun dan purwarupa persenjataan militer;

Angka 2

Cukup jelas.
Angka 3

Cukup jelas.
Angka 4

Cukup jelas.
Angka 5

Cukup jelas.
Angka 6

Yang dimaksud dengan "sistem persandian negara' adalah
segala sesuatu yang berkaitan dengan pengamanan
Informasi rahasia negara yang meliputi data dan Informasi
tentang material sandi dan jaring yang digunakan, metode
dan teknik aplikasi persandian, aktivitas penggunaannya,
serta kegiatan pencarian dan pengupasan Informasi



bersandi pihak lain yang meliputi data dan Informasi
material sandi yang digunakan, aktivitas pencarian dan
analisis, sumber Informasi bersandi, serta hasil analisis
dan personil sandi yang melaksanakan.

Angka 7
Yang dimaksud dengan 'sistem intelijen negara" adalah
suatu sistem yang mengatur aktivitas badan intelijen yang
disesuaikan dengan strata masing-masing agar lebih
terarah dan terkoordinasi secara efektif, efisien, sinergis,
dan profesional dalam mengantisipasi berbagai bentuk dan
sifat potensi ancaman ataupun peluang yang ada sehingga
hasil analisisnya secara akurat, cepat, objektif, dan relevan
yang dapat mendukung dan menyukseskan kebijaksanaan
dan strategi nasional.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i

"Memorandum yang dirahasiakan" adalah memorandum atau surat-
surat antar-Badan Publik atau intra-Badan Publik yang menurut
sifatnya tidak disediakan untuk pihak selain Badan Publik yang
sedang melakukan hubungan dengan Badan Publik dimaksud dan
apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan
kebijakan, yakni dapat:

1. mengurangi kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam
pengajuan usul, komunikasi, atau pertukaran gagasan sehubungan
dengan proses pengambilan keputusan;

2. menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan
secara prematur;
3. mengganggu keberhasilan dalam suatu proses negosiasi yang akan
atau sedang dilakukan.

Huruf j

Cukup jelas



Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan "mandiri" adalah independen dalam menjalankan
wewenang serta tugas dan fungsinya termasuk dalam memutuskan
Sengketa Informasi Publik dengan berdasar pada Undang-Undang ini,
keadilan, kepentingan umum, dan kepentingan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Yang dimaksud "Ajudikasi nonlitigasi" adalah penyelesaian sengketa
Ajudikasi di luar pengadilan yang putusannya memiliki kekuatan setara
dengan putusan pengadilan.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26



Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "prosedur pelaksanaan penyelesaian
sengketa" adalah prosedur beracara di bidang penyelesaian
sengketa Informasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "kode etik" adalah pedoman perilaku
yang mengikat setiap anggota Komisi Informasi, yang
penetapannya dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)



Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

"Pejabat pelaksana kesekretariatan" adalah pejabat struktural
instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya di bidang komunikasi
dan informatika sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "pemerintah" adalah menteri yang mempunyai
tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (0)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas.



Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Ayat (2)

"Sehat jiwa dan raga" dibuktikan melalui surat keterangan tim
penguji kesehatan resmi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Yang dimaksud dengan "terbuka" adalah bahwa Informasi
setiap tahapan proses rekrutmen harus diumumkan bagi
publik.

Yang dimaksud dengan "jujur" adalah bahwa proses rekrutmen
berlangsung adil dan nondiskriminatif berdasarkan Undang-
Undang ini.

Yang dimaksud dengan '"objektif' adalah bahwa proses
rekrutmen harus mendasarkan pada kriteria

yang diatur oleh Undang-Undang ini.

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.



Pasal 32

Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan = "tindakan = tercela" adalah

mencemarkan martabat dan reputasi dan/atau mengurangi
kemandirian dan kredibilitas Komisi Informasi.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "penggantian antarwaktu anggota Komisi
Informasi" adalah pengangkatan anggota Komisi Informasi baru
untuk menggantikan anggota Komisi Informasi yang telah berhenti
atau diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) sebelum
masa jabatannya berakhir.



Ayat (5)

Cukup jelas.
Pasal 35
Ayat (1)
Pengajuan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi sekurang-kurangnya berisikan nama
dan/atau instansi asal pengguna Informasi, alasan mengajukan
keberatan, tujuan menggunakan Informasi, dan kasus posisi
permintaan Informasi dimaksud.
Yang dimaksud dengan "atasan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi" adalah pejabat yang merupakan atasan langsung
pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung
pejabat yang bersangkutan.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "ditanggapi" adalah respons dari Badan
Publik sesuai dengan ketentuan pelayanan yang telah diatur
dalam petunjuk teknis pelayanan Informasi Publik.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.



Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi
Informasi hanya dapat diajukan setelah melalui proses keberatan
kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.



Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Gugatan terhadap Badan Publik negara yang terkait dengan
kebijakan pejabat tata usaha negara dilaksanakan oleh Pengadilan
Tata Usaha Negara sesuai dengan kewenangannya berdasarkan
Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap orang
perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau Badan Publik
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pasal 52



Yang dapat dikenakan sanksi pidana terhadap tindak pidana yang
dilakukan oleh korporasi dijatuhkan kepada:

a. badan hukum, perseroan, perkumpulan, atau yayasan,;

b. mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana atau yang
bertindak sebagai pimpinan

dalam melakukan tindak pidana; atau

c. kedua-duanya.

Pasal 53

Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap orang
perseorangan atau kelompok orang atau badan hukum atau Badan Publik
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pasal 54
Ayat (1)
Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap orang
perseorangan atau kelompok orang atau badan hukum atau Badan
Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
Ayat (2)
Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap orang
perseorangan atau kelompok orang atau badan hukum atau Badan
Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
Pasal 55

Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap orang
perseorangan atau kelompok orang atau badan hukum atau Badan Publik
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.



Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK
INDONESIANOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASIKEMENTERIAN DALAM NEGERI DANPEMERINTAHAN
DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

ESA MENTERI DALAM NEGERIREPUBLIK

INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan
informasi dan dokumentasi yang berkualitas
diperlukan adanya pedoman pengelolaan
pelayanan informasi dan dokumentasi di
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan
Daerah;

b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35
Tahun 2010 tentang Pedoman  Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah sudah tidak sesuai lagi
dengan perkembangan keadaan dan peraturan
perundang-undangan, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi
dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan

PemerintahanDaerah;



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor
5587)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5149);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN
PEMERINTAHAN DAERAH.



BAB I
KETENTUAN
UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik
Indonesiayang memegang kekuasaan pemerintahan
negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil
Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Pemerintahan Daerah  adalah  penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadikewenangan daerah otonom.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan,
dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan
pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya
yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang
disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai
dengan perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan,
penyusunan, dan pencatatan dokumen, data,

gambar, dan suara untuk bahan informasi publik.



10.

11

12.

13.

14.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan,
disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh
suatu Badan Publik yang berkaitan dengan
penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau
penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik
lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan
kepentingan publik.

Badan Publik adalah Pemerintah daerah dan DPRD
yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan
penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh
dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah
sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber
dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi
tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu
pada Badan Publik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang
selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang
bertanggung jawab dalam

pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan,
pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan
informasi dan dokumentasi di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan
Daerah, yang terdiri dari PPID Utama dan PPID

Pembantu.

. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan

PPIDUtama.

Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi yang
selanjutnya disingkat PLID adalah susunan pengelola
layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala
daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya

disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis



15.

16.

17.

18.

19.

20.

yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan
tugas-tugas PPID.

Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik yang
selanjutnya disingkat DIDP adalah catatan yang
berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh
informasi dan dokumentasi publik yang berada
dibawah penguasaan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah tidak termasuk informasi dan
dokumentasi yang dikecualikan.

Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang
selanjutnya disingkat RPID adalah tempat pelayanan
informasi dan dokumentasi publik dan berbagai
informasi dan dokumentasi lainnya yang bertujuan
untuk memfasilitasi penyampaian informasi dan
dokumentasi publik.

Sistem Informasi dan Dokumentasi Publik yang
selanjutnya disingkat SIDPadalah sistem
penyediaan layanan informasi dan dokumentasi
secara cepat, mudah, dan wajar sesuai
denganUndang-Undang Keterbukaan Informasi
Publik.

Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi yang
selanjutnya disingkat LLID adalah laporan yang berisi
gambaran umum kebijakan teknis informasi dan
dokumentasi, pelaksanaan pelayanan informasi dan
dokumentasi, dan rekomendasi serta rencana tindak
lanjut wuntuk meningkatkan kualitas pelayanan
informasi dan dokumentasi.

Forum Koordinasi Pejabat Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat FKPPID Pemda adalah wadah
komunikasi, koordinasi, konsolidasi, pembinaan, dan
pengawasan PPID Pemerintah Provinsi dan PPID
Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang
terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon
Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi
Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh

dan/atau menggunakan



21.

22.

23.

informasi publik berdasarkan peraturan
perundang- undangan.

Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang,
badan hukum, atau badan publik.
Penggunalnformasi Publik adalah orang yang
menggunakan informasi publik sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan.
PemohonInformasi Publik adalah warga negara
dan/atau badan hukum Indonesia yang
mengajukan permintaan informasi publik
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

undangan.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini adalah:

a.

(1)

(2)

mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang
baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien,

akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; dan

. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi

dan dokumentasi di Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah untuk menghasilkan layanan

informasi dan dokumentasi yang berkualitas.

BAB 1II

AKSES INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PUBLIK

Pasal 3

Informasi dan DokumentasiPublik Kementerian Dalam
Negeri danPemerintahan Daerah bersifat terbuka dan
dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi dan
Dokumentasi Publik, kecuali Informasi dan
Dokumentasi yang dikecualikan Dbersifat ketat,
terbatas dan rahasia.

Informasi dan Dokumentasi Publik di lingkungan
Kementerian Dalam Negeri danPemerintahan
Daerah dapat diperoleh oleh Pemohon Informasi dan
Dokumentasi Publik dengan cepat, tepat waktu,

dandapat diakses dengan mudah.



(3) Informasi dan Dokumentasi Publik yang dikecualikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sesuai dengan
kepatutan, kepentingan umum,dan/atau ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Informasi dan Dokumentasi Publik yang dikecualikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ayat (2), dan
ayat
(3) didasarkan pada pengujian atas konsekuensi yang
timbul apabila suatu informasi dan dokumentasi
diberikan kepada masyarakat dengan pertimbangan
yang seksama bahwa menutup Informasi dan
Dokumentasi Publik dapat melindungi kepentingan
yang lebih besar daripada membukanya atau

sebaliknya.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 4
(1) Kementerian Dalam Negeri danPemerintahan

Daerah berhak menolak memberikan informasi dan

dokumentasi yang dikecualikan dan tidak sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
seperti:

a. informasi dan dokumentasi yang dapat
membahayakan negara;

b. informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan
kepentingan perlindungan usaha dari persaingan
usaha tidak sehat;

c. informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan
hak-hak pribadi;

d. informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan
rahasia jabatan; dan/atau

e. informasi dan dokumentasi yang belum dikuasai
atau didokumentasikan.

(2) Informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh

PPID



pembantu kepada PPID utama untuk selanjutnya
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
dan/atau Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan

kewenangannya.

Bagian
Kedua

Kewajiban

Pasal 5

(1) Kementerian Dalam Negeri danPemerintahan Daerah
wajib menyediakan, memberikan dan/atau
menerbitkan Informasi dan Dokumentasi Publik yang
berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon
Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksudpada ayat (1),
Kementerian Dalam NegeridanPemerintahan

Daerah dapat membangun dan mengembangkan
sistem informasi dan dokumentasi yang dapat diakses

dengan mudah.

BAB
v
PPID

Pasal 6

(1) Pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi
dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah dengan membentuk dan
menetapkan PPID.

(2) PPID sebagaimana dimaksudpada ayat (1) melekat
pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan
fungsi pelayanan informasi dan  dokumentasi
dan/atau kehumasan.

(3) Untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan PPID
dibentuk PLID.

(4) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
PPID Utama pada PLID.



Pasal 7

(1) PPID Utama di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri
melalui Sekretaris Jenderal.

(2) PPID Utama di lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi bertanggungjawab kepada Gubernur melalui
Sekretaris Daerah.

(3) PPID Utama di lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten /Kota bertanggungjawab kepada

Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

(1) Susunan PLID di lingkungan Kementerian Dalam
Negeri ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(2) Susunan PLID di lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(3) Susunan PLID di lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota  ditetapkan dengan  Keputusan
Bupati/Wali Kota.

BAB V

KELEMBAGAAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASIDAN DOKUMENTASI

Bagian
Kesatu

Umum

Pasal 9
PPID Utama di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di lingkungan

Komponen dan/atau Pejabat Fungsional.

Pasal 10
(1) PPID Utama di lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di
lingkungan Perangkat Daerah dan/atau Pejabat

Fungsional.



(2) PPID Utama di lingkungan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota dibantu oleh PPID Pembantu yang
berada di lingkunganPerangkat Daerah dan/atau

Pejabat Fungsional.

Pasal 11

(1) PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Daerah

Provinsi terdiri atas sekretariat Daerah, sekretariat
DPRD, inspektorat, dinas, badan, dan/atau Pejabat

Fungsional.

(2) PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Daerah

Kabupaten /Kotaterdiri atas sekretariat Daerah,
sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan,

kecamatandan/atau Pejabat Fungsional.

Bagian Kedua
Tugas dan

Kewenangan

Pasal 12

PPID Utama bertugas:

a.

e

menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi

dan dokumentasi;

. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi

dan dokumentasi;

mengoordinasikan dan mengonsolidasikan
pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari
PPID Pembantu;

menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan
memberi pelayanan informasi dan dokumentasi
kepada publik;

melakukan verifikasi bahan informasi dan
dokumentasi publik;

melakukan uji konsekuensi atas informasi dan
dokumentasi yang dikecualikan;

melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
menyediakan informasi dan dokumentasi untuk

diakses oleh masyarakat;



melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan
monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan
dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara
berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak
untuk dipublikasikan;

menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat
Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan

memelihara informasi dan dokumentasi; dan

.membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa

informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri

dan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12, PPID Utama berwenang:

a.

menolak memberikan informasi dan dokumentasi
yangdikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi

dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi
dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang
menjadi cakupan kerjanya;

menentukan atau menetapkan suatu informasi dan
dokumentasiyang dapat diakses oleh publik; dan
menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat
Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta
memelihara informasi dan dokumentasi untuk

kebutuhan organisasi.

Pasal 14

(1) PPID Pembantu bertugas:

a. membantu PPID Utama
melaksanakantanggungjawab, tugas, dan

kewenangannya;



b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada
PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam)
bulan sekali atau sesuai kebutuhan;

c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan
dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya;

d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan
informasi dan dokumentasi bagi pemohon
informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan
mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;

e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi
bahan dan data lingkup komponen di lingkungan
Kementerian Dalam Negeri/Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintahan Daerah masing-masing
menjadi bahan informasi publik; dan

f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan
teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi
kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai
dengan kebutuhan.

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
PPID pembantu khususnya sekretariat DPRD
bertugas untuk:

a. menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan
informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai
peraturan perundang-undangan; dan

b. mengoordinasikan informasi dan dokumentasi
kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan

dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.

BAB VI
KELENGKAPAN
PLID

Bagian Kesatu
Struktur

Organisasi

Pasal 15

(1) Struktur organisasi PLID di lingkunganKementerian

Dalam Negeri, terdiri dari :



g.

pembina, dijabat oleh Menteri Dalam Negeri;

. pengarah selaku Atasan PPID, dijabat oleh

Sekretaris Jenderal;

tim Pertimbangan, dijabat oleh Para Pejabat
Eselon Idi lingkungan Kementerian Dalam Negeri,
dan Kepala Biro Hukum;

PPID Utama, dijabat oleh Kepala Pusat Penerangan;
PPID Pembantu, dijabat oleh Sekretaris Komponen
di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

bidang pendukung, yang terdiri dari Sekretariat
PLID, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi
Informasi, Bidang Pelayanan Infomasi dan
Dokumentasi, dan Bidang Fasilitasi Sengketa
Infomasi; dan

pejabat fungsional.

(2) Struktur organisasi PLID Provinsi, terdiri dari :

a.

b.

g.

pembina, dijabat oleh Gubernur dan Wakil
Gubernur;

pengarah selaku Atasan PPID, dijabat oleh
Sekretaris Daerah;

tim Pertimbangan, dijabat oleh Para Pejabat Eselon
II di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi,
seluruh Pimpinan Perangkat Daerah dan pejabat
yang menangani bidang hukum;

PPID Utama, dijabat oleh Pejabat Eselon II yang
menangani informasi dan dokumentasi serta
kehumasan;

PPID Pembantu, dijabat oleh Pejabat pada
Perangkat Daerahyang mengelola informasi dan
dokumentasi;

bidang pendukung, yang terdiri dari Sekretariat
PLID, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi
Informasi, Bidang Pelayanan Infomasi dan
Dokumentasi, dan Bidang Fasilitasi Sengketa
Infomasi; dan

pejabat fungsional.

(3) Struktur organisasi PLID Kabupaten/Kota, terdiri dari

a.

pembina, dijabat oleh Bupati/Wali Kota dan Wakil
Bupati/Wakil Wali Kota;

. pengarah selaku Atasan PPID, dijabat oleh

Sekretaris Daerah;



g.

tim Pertimbangan, dijabat oleh Para Pejabat
Eselon

II.b. di lingkungan Sekretariat Daerah
Kabupaten/Kota, seluruh Pimpinan Perangkat
Daerah dan pejabat yang menangani bidang
hukum;

PPID Utama, dijabat oleh Pejabat Eselon III yang
menangani informasi dan dokumentasi serta
kehumasan;

PPID Pembantu, dijabat oleh Pejabat pada
Perangkat Daerah yang mengelola informasi dan
dokumentasi;

bidang pendukung, yang terdiri dari Sekretariat
PLID, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi
Informasi, Bidang Pelayanan Infomasi dan
Dokumentasi, dan Bidang Fasilitasi Sengketa
Infomasi; dan

pejabat fungsional.

(4) Bagan struktur organisasi PLIDKemendagri, PLID

Provinsi dan PLID Kabupaten/Kota, tercantum pada

Lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan ini.

Bagian
KeduaSOP
PPID

Pasal 16

(1) Pedoman mengenai SOP PPID dibuat oleh Badan

Publik sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Pedoman mengenai SOP PPID sebagaimana dimaksud

pada ayat(l)paling sedikit memuat ketentuan sebagai

berikut:

a.

b.

kejelasan tentang pejabat yang ditunjuk sebagai
PPID Utama dan PPID Pembantu;

kejelasan tentang orang yang ditunjuk sebagai
pejabat fungsional dan/atau petugas informasi
apabiladiperlukan;

kejelasan pembagian tugas, tanggung jawab, dan

kewenangan Atasan PPID, PPID Utama, PPID



Pembantu, Bidang Pendukung dan  Pejabat
Fungsional;

d. kejelasan tentang pejabat yang menduduki posisi
sebagai Atasan PPID yang bertanggungjawab
mengeluarkan tanggapan atas keberatan yang
diajukan oleh Pemohon Informasi Publik;

e. standar layanan Informasi Publik serta tata cara
pengelolaan keberatan di lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan
Daerah; dan

f. tata cara pembuatan laporan tahunan tentang
Layanan Informasi Publik.

(3) Dalam penyusunan SOP PPID Pemerintahan Daerah
mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri
yang mengatur tentang Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan

Pemerintah Kabupaten /Kota.

Pasal 17
(1) Jenis-jenis SOP PPID, antara lain:
a. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik;
b. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik;
c. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik;
d. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik; dan
e. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi.

(2) Contoh Format SOP tercantum pada Lampiran II,yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Bagian Ketiga
DIDP

Pasal 18
(1) DIDP paling sedikit memuat:
a. nomor;
b. ringkasan isi informasi;

C. pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai

informasi;



d. penanggungjawab pembuatan atau
penerbitaninformasi;

e. waktu dan tempat pembuatan informasi;

f. bentuk informasi yang tersedia; dan

g. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.

(2) DIDP ditetapkan dan dimutakhirkan secara berkala
oleh PPID Utama.

(3) Keseluruhan informasi dan dokumentasi publik yang
sudah dipublikasikan harus diserahkan kepada
perpustakaan di lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintahan Daerah untuk dilestarikan
dan diklasifikasi menjadi bahan pustaka.

(4) Contoh Format DIPsebagaimana dimaksud pada ayat
(2) terdapat pada Lampiran Ill,yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian

Keempat RPID

Pasal 19
(1) RPID terletak dilokasi yang mudah dijangkau
dandilengkapi dengan sarana dan prasarana yang
memadai.
(2) RPID dikelola oleh pejabat fungsional

dan/ataupetugasinformasi.

BagianKelima
SIDP

Pasal 20
(1) SIDP dibuat dan dikembangkan oleh PPID

untukmempermudah akses pelayanan informasi
publik.

(2) Pengembangan SIDP sebagaimana dimaksud pada
ayat

(1) dilakukan secara terintegrasi antara PPID
Utamadengan PPID Pembantu.

(3) Selain mengembangkan SIDP sebagaimana
dimaksudpada ayat (2), Kementerian

Dalam Negeri



mengembangkan SIDP yang terintegrasi secara

Nasional dengan PPID di lingkungan Pemerintahan

Daerah.
(4) Selain mengembangkan SIDP sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) Pemerintah

Provinsimengembangkan SIDP yang terintegrasi
secara Regional dengan PPID di lingkungan
Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah masing-

masing.

BagianKeenam

LLID

Pasal 21

(1) LLID wajib dibuat dan disediakan oleh Badan Publik
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun
pelaksanaan tahun anggaran berakhir.

(2) Salinan LLID Kementerian Dalam Negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Komisi
Informasi Pusat.

(3) Salinan LLID Pemerintahan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Informasi Pusat
sesuai kewenangan masing-masing.

(4) LLID, paling sedikit memuat:

a. gambaran umum kebijakan pelayanan informasi
dan dokumentasi Publik di lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan
Daerah;

b. gambaran umum pelaksanaan pelayanan
informasi dan dokumentasi Publik, antara lain:

1. sarana dan prasarana pelayanan informasi dan
dokumentasi Publik yang dimiliki beserta
kondisinya;

2. sumber daya manusia yang menangani
pelayanan informasi dan dokumentasi Publik
beserta kualifikasinya; dan

3. anggaran pelayanan informasi dan dokumentasi

publik serta laporan penggunaannya;



C. rincian pelayanan informasi dan dokumentasi

Publik yang meliputi:

1. jumlah permohonan Informasi Publik;

2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap
permohonan Informasi Publik dengan klasifikasi
tertentu;

3. jumlah permohonan Informasi Publik yang
dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya; dan

4. jumlah permohonan Informasi Publik yang
ditolak beserta alasannya;

d. rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik,
meliputi:

1. jumlah keberatan yang diterima;

2. tanggapan atas keberatan yang diberikan dan
pelaksanaannya;

3. jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke
Komisi Informasi yang berwenang; dan

4. hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi
Komisi Informasi yang berwenang dan
pelaksanaannya oleh badan publik, jumlah
gugatan yang diajukan ke pengadilan, dan hasil
putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh
badan publik;

e. kendala internal dan eksternal dalam pelaksanaan
layanan informasi dan dokumentasi Publik; dan

f. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk
meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan

dokumentasi.

Pasal 22

(1) LLID merupakan bagian dari informasi Publik yang
wajibtersedia setiap saat.

(2) LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diumumkankepada publik dan disampaikan kepada
atasan PPID.

(3) LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikankepada Kepala Daerah oleh atasan PPID.



(4) LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan
dilaporkan oleh Kepala Daerah sebagai bagian dalam

laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BagianKetujuh

Pendanaan

Pasal 23

(1) Pendanaan yang diperlukan untuk pengelolaan
pelayanan informasi dan dokumentasi di
lingkungan Kementerian Dalam Negeri dibebankan
pada AnggaranPendapatan dan Belanja Negara.

(2) Pendanaan yang diperlukan untuk pengelolaan
pelayanan informasi dan dokumentasi di
lingkungan Pemerintahan Provinsi dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

(3) Pendanaan yang diperlukan untuk pengelolaan
pelayanan informasi dan dokumentasi di
lingkungan Pemerintahan Kabupaten/Kota
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten/Kota.

BAB VII
MEKANISME
PERMOHONAN

INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pasal 24
Pemohon informasi dan dokumentasi meliputi:
a. perseorangan;
b. kelompok masyarakat;
C. lembaga swadaya masyarakat;

d. organisasi masyarakat;

®

partai politik; dan
badan publik lainnya.



Pasal 25

Pemohon informasi dan dokumentasi wajib memenuhi

persyaratan:

a. mencantumkan identitas yang jelas sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dan/atau  peraturan
perundang- undangan;

b. mencantumkan alamat dan nomor telepon yang jelas;

Cc. menyampaikan secara jelas jenis informasi dan
dokumentasi yang dibutuhkan;

d. mencantumkan maksud dan tujuan permohonan
informasi dan dokumentasi yang
dapatdipertanggungjawabkan; dan

e. menyatakan kesediaan membayar biaya dan cara
pembayaran untuk memperoleh informasi yang
diminta, sepanjang biaya yang dikenakan terbilang

wajar.

Pasal 26

(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat
mengajukanpermintaan untuk memperoleh
informasidan dokumentasi Publikkepada Kementerian
Dalam Negeri dan/atau Pemerintahan Daerah terkait
secara tertulis atau tidaktertulis.

(2) PPID Utama dan/atau PPID Pembantu dan/atau
Petugas Informasi wajib mencatat nama, Nomor Induk
Kependudukan (NIK), dan alamatPemohon Informasi
Publik, subjek dan formatinformasi serta cara
penyampaian informasi yangdiminta oleh Pemohon
Informasi Publik.

(3) PPID Utama dan/atau PPID Pembantu dan/atau
Petugas Informasi wajib mencatatpermintaan
Informasi Publik yang diajukan secaratidak tertulis.

(4) PPID Utama dan/atau PPID Pembantu dan/atau
Petugas Informasi wajib memberikan tanda
buktipenerimaan permintaan Informasi
Publiksebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat
(2),dan ayat (3)berupa nomor pendaftaran pada saat

permintaanditerima.



(5) Dalam hal permintaan disampaikan secara
langsungatau melalui surat elektronik, nomor
pendaftarandiberikan saat penerimaan permintaan.

(6) Dalam  hal permintaan  disampaikan  melalui

surat,pengiriman nomor pendaftaran
dapat diberikanbersamaan dengan pengiriman
informasi.

(7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejakditerimanya
permintaan, PPID Utama wajib menyampaikan
pemberitahuantertulis yang berisikan:

a. informasi yang diminta, berada di
bawahpenguasaannya ataupun tidak;

b. penerimaan atau penolakan permintaan atas
informasi dengan alasan sesuai dengan
ketentuanperaturan perundang-undangan;

c. alat penyampai dan format informasi yang akan
diberikan; dan/atau

d. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh
informasi yang diminta.

(8) PPID Utama wajib memberitahukan Badan Publikyang
menguasai informasi yang diminta apabilainformasi
yvang diminta tidak berada di bawahpenguasaannya
dan Badan Publik yang menerimapermintaan
mengetahui keberadaan informasiyang diminta.

(9) Dalam hal permintaan diterima seluruhnya
atausebagian dicantumkan materi informasi yang
akandiberikan.

(10) Dalam hal suatu dokumen mengandung materiyang
dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, maka informasi yang
dikecualikantersebut dapat dihitamkan  dengan
disertai alasan dan materinya.

(11) Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
dapat memperpanjang waktu
untuk  mengirimkanpemberitahuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh)
hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan

secara tertulis.

BAB VIII



(1)

(2)

(3)

PEMBINAAN DAN
PENGENDALIAN PENATAAN
PLID

Pasal 27

Pembinaan dan pengendalian penataan PLID
Provinsi dilakukan oleh Menteri.

Pembinaan dan pengendalian penataan PLID
Kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur sebagai
wakil Pemeritah Pusat.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat(2) dilakukan melalui:

a. fasilitasi dan koordinasi;

b. peningkatan kapasitas PPID;

C. monitoring dan evaluasi; dan

d. dukungan teknis administrasi.

BAB IX

KEBERATAN DAN SENGKETAINFORMASI

Bagian Kesatu

Keberatan

Pasal 28

(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan

keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID

berdasarkan alasan berikut:

a.

penolakan atas permintaan informasi
berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 26 Ayat (7);

. tidak disediakannya informasi dan diumumkan

secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik;

tidak ditanggapinya permintaan informasi;
permintaan informasi ditanggapi tidak
sebagaimana yang diminta;

tidak dipenuhinya permintaan informasi;



f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang
diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan
Informasi Publik.
(2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
bsampai dengan huruf g dapat diselesaikan secara

musyawarah oleh kedua belah pihak.

Pasal 29

(1) Keberatan  diajukan oleh  Pemohon  Informasi
Publikdalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga
puluh)hari kerja setelah ditemukannya alasan
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).

(2) Atasan PPID memberikan tanggapan atas
keberatanyang diajukan oleh Pemohon Informasi
Publik dalamjangka waktu paling lambat 30 (tiga
puluh) hari kerjasejak diterimanya keberatan secara
tertulis.

(3) Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila
Atasan PPID menguatkan putusan yang ditetapkan

oleh bawahannya.

Bagian Kedua
Fasilitasi Sengketa

Informasi

Pasal 30

(1) Sengketa informasi dapat terjadi apabila Komisi
Informasi Pusat dan/atauKomisi Informasi Provinsi
dan/atau Komisi InformasiKabupaten/Kota sesuai
dengan kewenangannya, menerima permohonan
sengketa informasi yang diajukan pemohon informasi
karena tidak menerima alasan tanggapan Atasan
PPID.

(2) Pengajuan sengketa informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan pemohon informasi dalam
waktu paling lambat 14 (empat belas)hari kerja setelah

diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID.

Pasal 31



(1) Mekanisme dan tata cara upaya penyelesaian
Sengketa Informasi Publik dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Menteri dan Kepala Daerah melalui Atasan PPID
menetapkan Tim  Fasilitasi Sengketa Informasi
untuk mengupayakan penyelesaian sengketa
informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama.

(3) Surat Keputusan penetapan Tim Fasilitasi Sengketa
Informasi juga berfungsi sebagai Surat Kuasa
untuk bersidang mewakili Kementerian Dalam Negeri
dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Komisi
Informasi Pusat dan/atauKomisi Informasi Provinsi
dan/atau Komisi InformasiKabupaten/Kota sesuai
dengankewenangannya.

(4) Tim Fasilitasi Sengketa Informasi di ketuai oleh PPID
Utama dan beranggotakan PPID Pembantu, pejabat
yang menangani bidang hukum dan pejabat
fungsional serta pejabat/staf lainnya sesuai dengan
kebutuhan.

(5) PPID Utama melaksanakan fasilitasi penanganan
sengketa informasi dengan melakukan koordinasi dan
konsolidasi bersama PPID Pembantu terkait, pejabat
yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional
dan pihak lain yang dipandang perlu.

(6) Mekanisme kerja Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa
Informasi diatur oleh Tim berdasarkan arahan Atasan
PPID.

(7) Tim melaporkan proses penanganan dan hasil

penyelesaian sengketa informasi kepada Atasan PPID.

BAB X



FKPPID

Pasal 32
FKPPID dibentuk untuk meningkatkan koordinasi
antar PPID lingkup Nasional dan Regional dan

memperkuat peran dan fungsi PPID Pemerintah Daerah.

Pasal 33
(1) Kementerian Dalam Negeri melakukan koordinasi,
pembinaan dan pengawasan FKPPID Pemerintahan
DaerahTingkat Nasional.
(2) Pemerintah Provinsi melakukan koordinasi,
pembinaan dan pengawasan FKPPID Pemerintahan

Daerah Tingkat Provinsi di wilayah masing-masing.

Pasal 34
(1) FKPPID PemdaTingkat Nasional terdiri dari PPID
Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia.
(2) FKPPID PemdaTingkat Provinsi terdiri dari seluruh
PPID Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi

masing- masing.

BAB XI
KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 35
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintahan Daerah, dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.

Pasal 36
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada
tanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan



pengundangan Peraturan Menteri ini
denganpenempatannya dalam Berita

Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2017

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 23 Januari 2017.

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN

HUKUM DAN HAK ASASI

MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 157.

Salinan sesu

ai dengan

aslinyaKEPALA BIRO
HUKUM,

ttd

W. SIGIT PU

DJIANTO

NIP. 19590203 198903 1

001



Pasal 46

Peraturan ini mulai berlaku pada saat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi
Informasi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada

tanggal 30 April 2010

KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT

AHMAD ALAMSYAH SARAGIH



Menimbang
(6), Pasal 11

Mengingat

Menetapkan

PERATURAN KOMISI INFORMASI

NOMOR 1

TAHUN 2010

TENTANG

STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAKOMISI

INFORMASI

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 9 ayat

ayat (3), dan Pasal 22 ayat (9), Pasal 23, dan Pasal 26 ayat (1) huruf b
dan c¢ Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik perlu menetapkan Peraturan Komisi Informasi tentang
Standar Layanan Informasi Publik

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KOMISI INFORMASI TENTANG STANDAR LAYANAN
INFORMASI PUBLIK.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang
mengandung nilai,makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya
yang dapat dilihat, didengar, dandibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan
dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
secara elektronik ataupun nonelektronik.



Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim,
dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara
dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan
Badan Publik lainnyayang sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan
kepentingan publik.

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang
fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang
sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi
nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari
anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan
belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID
adalah  pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik
dan bertanggungjawab langsung kepada atasan PPID sebagaimana dimaksud
pada Peraturan ini.

Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang
bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan.

Meja Informasi adalah tempat pelayanan informasi publik serta berbagai sarana
atau fasilitas penyelenggaraan pelayanan informasi lainnya yang bertujuan
memudahkan perolehan informasi publik.

Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis
tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan
Publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum
Indonesia yang mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik.

Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan
publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 2

Peraturan ini bertujuan untuk:

a. memberikan standar bagi Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan
InformasiPublik;

b. meningkatkan pelayanan Informasi Publikdi
lingkungan Badan Publik untukmenghasilkan layanan
Informasi Publik yang berkualitas;

C. menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses Informasi



Publik; dan
d. menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi
sebagaimanadiatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.



BAB II

BADAN PUBLIK

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Badan Publik

Pasal 3
Q) Ruang lingkup Badan Publik sesuai dengan peraturan ini mencakup:

a. lembaga eksekutif;

b. lembaga legislatif;

C. lembaga yudikatif;

d. badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan
penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari
anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan
belanja daerah;

€. organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran
pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar
negeri;

f. partai politik; dan

g. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.

(2) Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain tercantum pada
Lampiran I tentang Badan Publik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan ini.

(3) Lembaga atau badan atau organisasi yang memenuhi kriteria sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tetapi belum masuk pada Lampiran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tetap dianggap Badan Publik sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Bagian Kedua

Kewajiban Badan Publik dalam Pelayanan Informasi

Pasal 4

Badan Publik wajib:

a.

b.

menyediakan dan memberikan Informasi Publik sebagaimana diatur di dalam
Peraturanini;
membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk



mengelolaInformasi Publik secara baik dan efisien;

menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan
Informasi Publiksesuai dengan Peraturan ini;

menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik
atas seluruhInformasi Publik yang dikelola;

menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggung
jawab serta



wewenangnya;

f. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik, termasuk

papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor Badan Publik, serta

situs resmi bagi Badan Publik Negara;

menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik;

menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik

sesuaidengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

I. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon
Informasi Publikyang mengajukan keberatan;

J. membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan Informasi Publik
sesuai denganPeraturan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada
Komisi Informasi; dan

K. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan
Informasi Publikpada instansinya.

s Q

Pasal 5

Badan Publik bisa menunjuk pejabat fungsional dan/atau petugas informasi yang
membantu PPID dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya sesuai
dengan kebutuhan danketersediaan anggaran.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab dan Wewenang PPID

Pasal 6

PPID bertanggungjawab di bidang layanan Informasi Publik yang meliputi proses
penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.

Pasal 7

(1) PPID bertanggungjawab mengkoordinasikan penyimpanan dan
pendokumentasian seluruh Informasi Publik yang berada di Badan Publik.

(2) Dalam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID
bertugas mengkoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik secara fisik
dari setiapunit/satuan kerja yang meliputi:

a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
b. informasi yang wajib tersedia setiap saat;
C. informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.

(3) Dalam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID
bertugas mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh
setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam rangka pembuatan dan



4)

1)

2)

3)

4)

Q)

Penyimpanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang kearsipan.

Pasal 8

PPID bertanggungjawab mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh
Informasi Publik di bawah penguasaan Badan Publik yang dapat diakses oleh
publik.

Dalam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID
bertugas mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan Informasi Publik melalui
pengumuman dan/atau permohonan.

Dalam hal kewajiban mengumumkan Informasi Publik, PPID bertugas untuk

mengkoordinasikan:

a. pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dapat
menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan

b. penyampaian Informasi Publik dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar,
mudah dipahami serta mempertimbangkan penggunaan bahasa yang
digunakan oleh penduduk setempat.

Dalam hal adanya permohonan Informasi Publik, PPID bertugas:

a. mengkoordinasikan pemberian Informasi Publik yang dapat diakses oleh
publik dengan petugas informasi di berbagai unit pelayanan informasi untuk
memenuhi permohonan Informasi Publik;

b. melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur
dalam Pasal
19 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan
Informasi Publik tertentu dikecualikan;

c. menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan
tegas, dalamhal permohonan Informasi Publik ditolak;

d. menghitamkanatau mengaburkanInformasi Publik yang dikecualikan
besertaalasannya; dan

e. mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi
dalam rangkapeningkatan kualitas layanan Informasi Publik.

Dalam hal terdapat keberatan atas penyediaan dan pelayanan Informasi Publik,
PPID bertugas mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan
diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan apabila permohonan
Informasi Publik ditolak.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID berwenang:

a. mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam
melaksanakanpelayanan Informasi Publik;

b. memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak
berdasarkanpengujian tentang konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 8



ayat (4) huruf b;
menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik
yangdimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai

alasan serta



pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan
keberatan atas penolakan tersebut; dan

menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah
wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau
memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala sekurang-kurangnya 1
(satu) kali dalam sebulan dalam hal Badan Publik memiliki pejabat fungsional
dan/atau petugas informasi.

Pasal 10

PPID bertanggung jawab kepada atasan PPID dalam melaksanakan tugas, tanggung
jawab, danwewenangnya.

BAB III

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN

Bagian Kesatu

Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

Pasal 11

(1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang
sekurang- kurangnya terdiri atas:

a.

b.

informasi tentang profil Badan Publik yang meliputi:

1. informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang
lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Badan Publik
beserta kantor unit-unit di bawahnya

2. struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan Kkerja, profil singkat
pejabat struktural

3. laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara yang wajib melakukannya
yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi ke Badan Publik untuk diumumkan.

ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang

dijalankan dalamlingkup Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

1. nama program dan kegiatan

2. penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon
dan/ataualamat yang dapat dihubungi

3. target dan/atau capaian program dan kegiatan

4. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan

5. anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah

6. agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik



informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak
masyarakat

informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Badan Publik
Negara

informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Badan
Publik yang



@)

menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum;

ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa
narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan
beserta capaiannya,;

ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

1. rencana dan laporan realisasi anggaran

2. neraca

3. laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun
sesuai denganstandar akuntansi yang berlaku

4. daftar aset dan investasi;

ringkasan laporan akses Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri
atas:

1. jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima

2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi
Publik

jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau
seluruhnyadan permohonan Informasi Publik yang ditolak

4. alasan penolakan permohonan Informasi Publik

w

informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat

dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik yang

sekurang-kurangnya terdiri atas:

1. daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang sedang dalam proses
pembuatan

2. daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan
yang telah disahkan atau ditetapkan;

informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata
cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik
berikut pihak- pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi;

informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau
pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak
yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang
bersangkutan;

informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan
peraturan perundang-undangan terkait;

informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan
darurat di setiap kantor Badan Publik.

Pengumuman secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
selambat-lambatnya 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Kedua



Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta
Merta



1)

2)

3)

4)

Pasal 12

Setiap Badan Publik yang memiliki kewenangan atas suatu informasi yang dapat
mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan/atau Badan
Publik yang berwenang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja
dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang
banyak dan ketertiban umum wajib memiliki standar pengumuman informasi
serta merta.

Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban

umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:

a. informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena
faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa,
kejadian antariksa atau benda-benda angkasa;

b. informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti kegagalan industri atau
teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan
kegiatan keantariksaan,;

C. bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau
antar komunitas masyarakat dan teror;

d. informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber
penyakit yang berpotensi menular;

€. informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh
masyarakat; dan/atau

f. informasitentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.

Standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sekurang-kurangnyameliputi:

a. potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan;

b. pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak baik masyarakat umum

maupun pegawaiBadan Publik yang menerima izin atau perjanjian kerja dari

Badan Publik tersebut;

prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan darurat terjadi;

cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan;

cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang;

pihak-pihak yang wajib mengumumkan informasi yang dapat mengancam

hajat hiduporang banyak dan ketertiban umum;

. tata cara pengumuman informasi apabila keadaan darurat terjadi;

h. upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Publik dan/atau pihak-pihak yang
berwenangdalam menanggulangi bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan.

—~® oo

Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mematuhi pelaksanaan
standar pengumuman informasi serta merta serta sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) serta memastikan pelaksanaannya oleh pihak yang menerima izin
dan/atau melakukan perjanjian kerja.

Bagian Ketiga

Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 13



(1) Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang
sekurang-



kurangnya terdiri atas:

a. Daftar Informasi Publik yang sekurang-kurangnya memuat:
1. nomor

ringkasan isi informasi

pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi

penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi

waktu dan tempat pembuatan informasi

bentuk informasi yang tersedia

jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip;

Noabkown

b. informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau atau kebijakan Badan

Publik yangsekurang-kurangnya terdiri atas:

1. dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan
yangmendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut

2. masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau
kebijakantersebut

3. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau
kebijakan tersebut

4. rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut

5. tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut

6. peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan,;

c. seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara
berkalasebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;

d. informasitentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, antara
lain:
1. pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan
2. profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir
atau posisi,sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah
diterima

3. anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus
unit pelaksanateknis serta laporan keuangannya
4. data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik;

€. surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;

f. surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka
pelaksanaan tugaspokok dan fungsinya;

g. syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut
dokumenpendukungnya, dan laporan penaatan izin yang diberikan;

h. data perbendaharaan atau inventaris;
I. rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik;
J. agenda kerja pimpinan satuan kerja;

K. informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan,
sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta



kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik
beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan
penggunaannya;



2)

jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam
pengawasan internal serta laporan penindakannya;

. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh

masyarakat serta laporan penindakannya,;
daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;

Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat
berdasarkan mekanisme Lkeberatan dan/atau penyelesaian sengketa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan
Informasi Publik;

informasi tentang standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal

12 bagi Badan Publik yang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian
kerja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup
orang banyak dan ketertiban umum;

informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan
yang terbuka untuk umum.

Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada
Lampiran IIsebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Bagian
Kesatu

Umum

Pasal 14

Setiap badan publik wajib membuka akses Informasi Publik bagi setiap Pemohon
Informasi Publik, kecuali informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam
Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 15



Pengecualian Informasi Publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang
timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan
seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih
besar daripada membukanya atau sebaliknya.



(1)

2)

3)

(4)

(1)

)

3)

(1)

(2)

Bagian Kedua

Tata Cara Pengecualian Informasi

PublikPasal 16

PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal 17
Undang- Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan suatu
Informasi Publik sebagai Informasi Publik yang dikecualikan.

PPID yang melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal 17
huruf j Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik wajib menyebutkan
ketentuan yang secara jelas dan tegas pada undang-undang yang diacu yang
menyatakan suatu informasi wajib dirahasiakan.

Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan
secara tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan tertulis atas
permohonan Informasi Publik.

Dalam melaksanakan pengujian konsekuensi, PPID dilarang mempertimbangkan
alasan pengecualian selain hal-hal yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang
Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 17

PPID wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi yang dikecualikan
dalam suatu salinan dokumen Informasi Publik yang akan diberikan kepada
publik.

PPID tidak dapat menjadikan pengecualian sebagian informasi dalam suatu
salinan Informasi Publik sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik
terhadap keseluruhan salinan Informasi Publik.

Dalam hal dilakukan penghitaman atau pengaburan informasi, PPID wajib
memberikan alasan dan materinya pada masing-masing hal yang dihitamkan
atau dikaburkan.

Pasal 18

Badan Publik dapat mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pengecualian
Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 .

Pengaturan mengenai tata cara pengecualian Informasi Publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan jangka waktu pelayanan
informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.



(1)

2)

1)

@)

(3)

(4)

BAB V

STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Bagian
Kesatu

Umum

Pasal 19

Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik dengan cara melihat dan
mengetahui informasi serta mendapatkan salinan Informasi Publik.

Badan Publik wajib memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
a. pengumuman Informasi Publik; dan
b. penyediaan Informasi Publik berdasarkan permohonan.

Bagian Kedua

Standar Layanan Informasi Publik Melalui
Pengumuman

Pasal 20

Badan Publik wajib mengumumkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11.

Badan Publik negara wajib mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan
diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sekurang-
kurangnya melalui situs resmi dan papan pengumuman dengan cara yang mudah
diakses oleh masyarakat.

Badan Publik non negara wajib mengumumkan informasi yang wajib disediakan
dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 sekurang-
kurangnya melalui papan pengumuman dengan cara yang mudah diakses oleh
masyarakat.

Pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3) dengan mempergunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah
dipahami serta dapat mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan
penduduk setempat.



)

1)
@)

(3)

4)

Pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3) disampaikan dalam bentuk yang memudahkan bagi masyarakat dengan
kemampuan berbedauntuk memperoleh informasi.

Pasal 21

Badan Publik sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan informasi
sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami,
media yangtepat, dan disampaikan tanpa adanya penundaan.

Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengumumkan secara
berkala informasi tentang prosedur evakuasi keadaaan darurat kepada pihak-
pihak yang berpotensi terkena dampak dan menyediakan sarana prasarana bagi
penyebarluasan informasi keadaan darurat.

Badan Publik yang berwenang memberikan izin dan/atau membuat perjanjian

dengan pihak ketiga terhadap suatu kegiatan yang berpotensi mengancam hajat

hidup orang banyak serta ketertiban umum wajib:

a. mengumumkan prosedur evakuasi keadaaan darurat kepada pihak-pihak
yang berpotensi terkena dampak;

b. menyediakan sarana dan prasarana yang menjadi bagian dari
penyebarluasan informasi keadaan darurat



Bagian Ketiga

Standar Layanan Informasi Publik Melalui
Permohonan

Pasal 22

Seluruh Informasi Publik yang berada pada Badan Publik selain informasi yang
dikecualikan dapatdiakses oleh Publik melalui prosedur permohonan Informasi Publik.

(1)
@)

3)

4)

Pasal 23

Permohonan Informasi Publik dapat dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis.

Dalam hal permohonan diajukan secara tertulis, pemohon:
a. mengisi formulir permohonan; dan
b. membayar biaya salinan dan/atau pengiriman informasi apabila dibutuhkan.

Dalam hal permohonan diajukan secara tidak tertulis, PPID memastikan
permohonan Informasi Publik tercatat dalam formulir permohonan.

Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
sekurang-kurangnya memuat:

a. nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor setelah permohonan
Informasi Publikdi registrasi;

nama;

alamat;

nomor telepon/e-mail;

rincian informasi yang dibutuhkan;

®o0 o



()

1)

(2)

3)

4)

()

(6)

(7)

f. cara mengirimkan informasi.

Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdapat
pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan
ini.

Pasal 24

PPID wajib mengkoordinasikan pencatatan permohonan Informasi Publik dalam
buku register permohonan.

PPID wajib memastikan formulir permohonan yang telah diberikan nomor
pendaftaran sebagai tanda bukti permohonan Informasi Publik diserahkan
kepada Pemohon Informasi Publik.

Dalam hal permohonan Informasi Publik dilakukan melalui surat elektronik atau
pemohon datang langsung, PPID wajib memastikan diberikannya nomor
pendaftaran pada saat permohonan diterima.

Dalam hal permohonan Informasi Publik dilakukan melalui surat atau faksimili
atau cara lain yang tidak memungkinkan bagi Badan Publik untuk memberikan
nomor pendaftaran secara langsung, PPID wajib memastikan nomor pendaftaran
dikirimkan kepada Pemohon Informasi Publik.

Nomor pendaftaran sebagaimana pada ayat (4) dapat diberikan bersamaan
dengan pengiriman Informasi Publik.

PPID wajib menyimpan salinan formulir permohonan yang telah diberikan nomor
pendaftaran sebagai tanda bukti permohonan Informasi Publik.

Buku register permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-

kurangnyamemuat:

nomor pendaftaran permohonan;

tanggal permohonan;

nama Pemohon Informasi Publik;

alamat;

nomor kontak;

Informasi Publik yang diminta;

tujuan penggunaan informasi;

status informasi untuk mencatat apakah informasi sudah berada di bawah

penguasaanBadan Publik atau telah didokumentasikan;

format informasi yang dikuasai;

J. jenis permohonan untuk mencatat apakah Pemohon Informasi ingin melihat
ataumendapatkan salinan informasi;

K. keputusan untuk menerima, menolak, atau menyarankan ke Badan Publik
lain bilainformasi yang diminta berada di bawah kewenangan Badan Publik
lain;

|. alasan penolakan bila permohonan Informasi Publik ditolak;

M. hari dan tanggal Pemberitahuan Tertulis serta pemberian informasi; dan

n. biaya serta cara pembayaran untuk mendapatkan Informasi Publik

Se@ e oo o



(8)

1)

2)

3)

(4)

1)

2)

Format buku register permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdapat
pada Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
ini.

Pasal 25

Dalam hal Pemohon Informasi Publik bermaksud untuk melihat dan mengetahui

Informasi Publik, PPID wajib:

a. memberikan akses bagi Pemohon untuk melihat Informasi Publik yang
dibutuhkan di tempat yang memadai untuk membaca dan/atau memeriksa
Informasi Publik yang dimohon;

b. memberikan alasan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal
17 apabila permohonan Informasi Publik ditolak; dan

c. memberikan informasi tentang tata cara mengajukan keberatan beserta
formulirnya bila dikehendaki.

Dalam hal Pemohon Informasi Publik meminta salinan informasi, PPID wajib

mengkoordinasikan dan memastikan:

a. Pemohon Informasi Publik memiliki akses untuk melihat Informasi Publik
yang dibutuhkan di tempat yang memadai untuk membaca dan/atau
memeriksa Informasi Publik yang dimohon;

b. Pemohon Informasi Publik mendapatkan salinan informasi yang dibutuhkan;

C. pemberian alasan tertulis dengan mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 16
dan Pasal 17 apabila permohonan informasi ditolak; dan

d. pemberian informasi tentang tata cara mengajukan keberatan beserta
formulirnya bila dikehendaki.

PPID wajib memastikan Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan (2) dibantu dalam melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan
Informasi Publik diajukan.

PPID wajib memastikan permohonan Pemohon Informasi Publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercatat dalam buku register permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 26

PPID wajib memberikan pemberitahuan tertulis yang merupakan jawaban Badan
Publik atassetiap permohonan Informasi Publik.

Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan:

a. apakah Informasi Publik yang diminta berada di bawah penguasaannya atau
tidak;

b. memberitahukan Badan Publik mana yang menguasai informasi yang diminta
dalam halinformasi tersebut tidak berada di bawah penguasaannya;

C. menerima atau menolak permohonan Informasi Publik berikut alasannya,;

bentuk Informasi Publik yang tersedia;

€. biaya dan cara pembayaran untuk mendapatkan Informasi Publik yang

o



3)

4)

®)

(6)

(7)

(8)

©)

(10)

(11)

dimohon;

f. waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan Informasi Publik yang dimohon;
penjelasan atas penghitaman/pengaburan informasi yang dimohon bila ada;
dan

h. serta penjelasan apabila informasi tidak dapat diberikan karena belum
dikuasai ataubelum didokumentasikan.

Dalam hal Informasi Publik yang dimohon diberikan baik sebagian atau
seluruhnya pada saat permohonan dilakukan, PPID wajib menyampaikan
pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersamaan dengan
Informasi Publik.

Dalam hal Informasi Publik yang dimohon, diputuskan untuk diberikan baik
sebagian atau seluruhnya namun tidak disampaikan pada saat permohonan
dilakukan, PPID wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon
Informasi sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam peraturan ini.

Dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak, PPID wajib menyampaikan
pemberitahuan tertulis bersamaaan dengan Surat Keputusan PPID tentang
Penolakan Permohonan Informasi.

Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan Informasi oleh PPID
sebagaimanadimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya memuat:

nomor pendaftaran;

nama,;

alamat;

nomor telepon/email;

informasi yang dibutuhkan;

keputusan pengecualian dan penolakan informasi;

alasan pengecualian; dan

konsekuensi yang diperkirakan akan timbul apabila informasi dibuka dan
diberikankepada Pemohon Informasi.
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Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling
lambat 10(sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

Dalam hal permohonan informasi tidak disampaikan secara langsung atau
melalui suratelektronik, maka nomor pendaftaran disampaikan bersamaan
dengan pemberitahuan tertulis.

Dalam hal PPID belum menguasai atau mendokumentasikan Informasi Publik
yang dimohon dan/atau belum dapat memutuskan apakah informasi yang
dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan, PPID memberitahukan
perpanjangan waktu pemberitahuan tertulis beserta alasannya.

Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak jangka waktu pemberitahuan tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan tidak dapat diperpanjang lagi.

Format pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat
pada LampiranV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.



(12) Format Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan Informasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdapat pada Lampiran VI sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.






(1).

(2).

3).

Pasal 27

Badan publik mengenakan biaya untuk mendapatkan salinan Informasi
Publik seringanmungkin.

Badan Publik menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik

yang terdiriatas:

a. biaya penyalinan Informasi Publik;

b. biaya pengiriman Informasi Publik; dan

C. biaya pengurusan izin pemberian Informasi Publik yang di dalamnya terdapat
informasipihak ketiga.

Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan
pertimbanganstandar biaya yang berlaku umum di wilayah setempat.

(4) Standar biaya perolehan salinan Informasi Publik sebagaimana dimaksud ayat (1)

0).

).

(3).

(4).

ditetapkan dalam surat keputusan Pimpinan Badan Publik setelah mendapatkan
masukan dari masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Pasal 28

Badan Publik menetapkan tata cara pembayaran biaya perolehan salinan
Informasi Publiksesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tata cara pembayaran biaya perolehan Informasi Publik sebagaimana dimaksud

pada ayat

(1) adalah:

a. dibayarkan secara langsung kepada badan publik di mana permohonan
dilakukan; atau

b. dibayarkan melalui rekening resmi Badan Publik berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal pembayaran secara langsung, Badan Publik wajib memberikan tanda
bukti penerimaan pembayaran biaya perolehan salinan informasi secara terinci

kepada Pemohon Informasi Publik.

Badan Publik wajib mengumumkan biaya dan tata cara pembayaran perolehan
salinan Informasi Publik sesuai dengan tata cara pengumuman Informasi Publik
secara berkala.

Bagian Keempat

Maklumat Pelayanan Informasi Publik



Pasal 29

Badan Publik mengatur lebih lanjut maklumat pelayanan Informasi Publik
berdasarkan standarlayanan dalam Peraturan ini dan peraturan perundang-undangan di
bidang pelayanan publik.



(1)

2)

3)

1)

(2)

BAB VI

TATA CARA PENGELOLAAN KEBERATAN

Bagian Kesatu
Pengajuan

KeberatanPasal 30

Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan dalam hal
ditemukannya alasansebagai berikut:

a. penolakan atas permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16;

tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
tidak ditanggapinya permohonan Informasi Publik;

permohonan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
tidak dipenuhinya permohonan Informasi Publik;

pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau

penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam
Peraturan ini.
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Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada
atasan PPIDmelalui PPID.

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikuasakan
kepada pihak lain yang cakap di hadapan hukum.

Pasal 31

Badan Publik wajib mengumumkan tata cara pengelolaan keberatan disertai
dengan nama, alamat, dan nomor kontak PPID.

Badan Publik dapat menggunakan sarana komunikasi yang efektif dalam
menerima keberatan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimilikinya.

Bagian Kedua

Registrasi
Keberatan

Pasal 32



1)
2)

Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara mengisi formulir keberatan yang
disediakan oleh Badan Publik.

Dalam hal pengajuan keberatan disampaikan secara tidak tertulis, PPID wajib
membantu Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak
yang menerima kuasa untuk mengisikan formulir keberatan dan kemudian
memberikan nomor registrasi pengajuan



3)

(4)

()

(6)

(1)
2)

3)

keberatan.

Formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya
memuat:

nomor registrasi pengajuan keberatan;

nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik;

tujuan penggunaan Informasi Publik;

identitas lengkap Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan;
identitas kuasa Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan bila
ada;

alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;
kasus posisi permohonan Informasi Publik;

waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang diisi oleh petugas;

nama dan tanda tangan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan
keberatan; dan

J. nama dan tanda tangan petugas yang menerima pengajuan keberatan.

®o0 o
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PPID wajib memberikan salinan formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau
kuasanya sebagai tanda terima pengajuan keberatan.

Format formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat pada
Lampiran VIIldan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Format formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku pula
dalam hal Badan Publik menyediakan sarana pengajuan keberatan melalui alat
komunikasi elektronik.

Pasal 33

PPID wajib mencatat pengajuan keberatan dalam buku register keberatan.

Register keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya
memuat:

a. nomor registrasi pengajuan keberatan;

b. tanggal diterimanya keberatan;

C. identitas lengkap Pemohon Informasi Publik dan/atau kuasanya yang
mengajukankeberatan;

nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik;

informasi Publik yang diminta;

tujuan penggunaan informasi;

alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-
undangKeterbukaan Informasi Publik;

keputusan Atasan PPID;

hari dan tanggal pemberian tanggapan atas keberatan;

nama dan posisi atasan PPID; dan

tanggapan Pemohon Informasi.

Q oD a

oo

Format buku register keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat
pada Lampiran VIII yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.



(1)

(2)

3)

1)

@)

Bagian Ketiga
Tanggapan Atas

Keberatan

Pasal 34

Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang
disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan
atau pihak yang menerima kuasa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak
dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam buku register keberatan.

Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya

memuat:

a. Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;

b. Nomor surat tanggapan atas keberatan;

c. Tanggapan/jawaban tertulis atasan PPID atas keberatan yang diajukan;

d. Perintah atasan PPID kepada PPID untuk memberikan sebagian atau seluruh
InformasiPublik yang diminta dalam hal keberatan diterima; dan

e. Jangka waktu pelaksanaan perintah sebagaimana dimaksud pada huruf d.

PPID wajib melaksanakan keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pada saat ditetapkannya keputusan tertulis tersebut.

Pasal 35

Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang
menerima kuasa yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID berhak
mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi
Informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya
keputusan atasan PPID.

Tata cara penyelesaian sengketa oleh Komisi Informasi diatur lebih lanjut dalam
peraturan Komisi Informasi mengenai penyelesaian sengketa informasi.

BAB VII

LAPORAN DAN EVALUASI

Bagian

Kesatu



Laporan
Pasal 36
(1) Badan Publik wajib membuat dan menyediakan laporan layanan Informasi Publik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun
pelaksanaananggaran berakhir.



2)

3)

4)

()

Salinan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada
Komisilnformasi.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
a. gambaran umum kebijakan pelayanan Informasi Publik di Badan Publik;
b. gambaran umum pelaksanaan pelayanan Informasi Publik, antara lain:
1. sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik yang dimiliki beserta
kondisinya
2. sumber daya manusia yang menangani pelayanan Informasi Publik beserta
kualifikasinya
3. anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya;
C. rincian pelayanan Informasi Publik masing-masing Badan Publik yang meliputi:
1. jumlah permohonan Informasi Publik
2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi
Publikdengan klasifikasi tertentu
3. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan
baik sebagian atauseluruhnya, dan
4. jumlah permohonan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya,
d. rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik, meliputi:
1. jumlah keberatan yang diterima;
2. tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan
publik
3. jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang
berwenang
4. hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi yang
berwenang danpelaksanaanya oleh badan publik
5. jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan, dan
6. hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik;
e. kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik;
f. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas
pelayananinformasi.

Badan Publik membuat laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam bentuk:

a. ringkasan mengenai gambaran umum pelaksanaan layanan Informasi
Publik masing-masing Badan Publik; dan

b. laporan lengkap yang merupakan gambaran utuh pelaksanaan layanan
Informasi Publikmasing-masing Badan Publik.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Informasi
Publik yangwajib tersedia setiap saat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan diatur
dengan peraturanKomisi Informasi.

Bagian

Kedua



@)

(1)

2)

1)

2)

(3)

4)

Badan Publik 1 (satu) kali dalam setahun.

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan
Publik dan diumumkan kepada publik.

BAB VIII

PENYUSUNAN STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI

PUBLIK

Pasal 38

Badan Publik wajib membuat peraturan mengenai standar prosedur operasional
layanan Informasi Publik sebagai bagian dari sistem informasi dan dokumentasi
sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Keterbukaan
Informasi Publik.

Peraturan mengenai standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut:

a. kejelasan tentang pejabat yang ditunjuk sebagai PPID;

b. kejelasan tentang orang yang ditunjuk sebagai pejabat fungsional dan/atau
petugas informasi apabila diperlukan;

C. kejelasan pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan PPID dalam hal
terdapat lebih dari satu PPID;

d. kejelasan tentang pejabat yang menduduki posisi sebagai atasan PPID yang
bertanggung jawab mengeluarkan tanggapan atas keberatan yang diajukan
oleh Pemohon Informasi Publik;

e. standar layanan Informasi Publik serta tata cara pengelolaan keberatan di
lingkungan internal Badan Publik; dan

f. tata cara pembuatan laporan tahunan tentang layanan Informasi Publik.

Pasal 39

Badan Publik dapat meminta masukan kepada Komisi Informasi mengenai
rancangan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi
Publik yang telah disusun.

Komisi Informasi dapat memberikan masukan atas rancangan standar prosedur
operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dijadikan dasar bagi
Badan Publik sebagai alasan pembenar dalam proses penyelesaian sengketa
Informasi Publik di Komisi Informasi.

Masukan yang diberikan oleh Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) tidak mengurangi independensi Komisi Informasi dalam memutus



BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

(1) Permohonan Informasi Publik yang masih dalam proses pelayanan pada saat
Peraturan ini mulai berlaku, diberlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang- undangan yang telah berlaku sebelumnya.

(2) Sengketa Informasi Publik yang terjadi sebelum Peraturan ini mulai berlaku,
diberlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang telah berlaku sebelumnya.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, peraturan mengenai standar prosedur
operasional dalam layanan Informasi Publik yang dibentuk oleh Badan Publik
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam
Peraturan ini.

Pasal 42

Pada saat Peraturan ini berlaku, dalam hal belum terbentuk PPID, PPID dilaksanakan
sementara oleh pejabat yang berwenang di bidang pelayanan informasi.

Pasal 43

(1) Dalam hal Komisi Informasi Propinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota
belum terbentuk, penyampaian salinan laporan layanan Informasi Publik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 disampaikan kepada Komisi Informasi
Pusat.

(2) Dalam hal Komisi Informasi Propinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota
belum terbentuk, evaluasi pelaksanaan layanan Informasi Publik sebagaimana
dimaksud Pasal 37 dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat.



Pasal 45

Komisi Informasi melakukan peninjauan kembali dan evaluasi Peraturan ini
selambat-lambatnyadalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Peraturan ini
diberlakukan.

Pasal 46

Peraturan ini mulai berlaku pada saat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi
Informasi inidengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 30 April
2010

KETUA. KOMISI INFORMASI PUSAT

AHMAB ALAMSYAH SARAGIH

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR ....



PERATURAN KOMISI INFORMASI
NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG

PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat kategori
Informasi Publik mengenai Informasi Publik yangterbuka dan
dikecualikan;

b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan
terbatas, sehingga pengecualian Informasi Publik harus sesuai
dengan undang-undang, kepatuhan, dan kepentingan umum
yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Komisi Informasi tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4846);



Menetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5149);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KOMISI INFORMASI TENTANG
PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI PUBLIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1.

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif,
dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan
dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh
dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau
seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya
disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di
bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan,
dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Pimpinan Badan Publik adalah pimpinan tertinggi pada Badan

Publik.

Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat
diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik.



5. Pengklasifikasian Informasi Publik adalah penetapan informasi
sebagai Informasi yang Dikecualikan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik.

6. Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi
yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada
masyarakat dengan mempertimbangkan secara saksama bahwa
menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang
lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

7. Jangka Waktu Pengecualian adalah rentang waktu tertentu
suatu Informasi yang Dikecualikan tidak dapat diakses oleh
Pemohon Informasi Publik.

8. Surat Penetapan Klasifikasi adalah surat penetapan terhadap
Informasi yang Dikecualikan oleh PPID berdasarkan Pengujian
Konsekuensi.

9. Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan adalah
mengubah dasar hukum dan konsekuensi terhadap suatu
Informasi yang Dikecualikan dan tetapmenjadi Informasi yang

Dikecualikan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN
PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI PUBLIK

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2
(1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh
setiap Pengguna Informasi Publik.
(2) Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
(3) Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan
Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan
pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu

informasi diberikan kepada



masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama
bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan

yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3
Pengklasifikasian Informasi Publik yang dilakukan oleh Badan
Publik bertujuan untuk menentukan informasi tertentu sebagai

Informasi yang Dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.

BAB III

TATA CARA PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 4

(1) Dalam hal Badan Publik menyatakan Informasi Publik tertentu
Dikecualikan maka pengecualian Informasi Publik tersebut harus

didasarkan pada Pengujian Konsekuensi.
(2) Pengujian Konsekuensi dapat dilakukan:
a. sebelum adanya permohonan Informasi Publik;
b. pada saat adanya permohonan Informasi Publik; atau

Cc. pada saat penyelesaian sengketa Informasi Publik atas

perintah Majelis Komisioner.
(3) Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan oleh PPID atas persetujuan Pimpinan Badan Publik.
(4) Informasi  Publik yang Dikecualikan melalui Pengujian
Konsekuensi ditetapkan dalam bentuk Surat Penetapan

Klasifikasi, paling sedikit memuat:
a. jenis klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
b. identitas pejabat PPID yang menetapkan,;

C. badan publik, termasuk unit kerja pejabat yang

menetapkan;

d. jangka waktu pengecualian;



e. alasan pengecualian; dan
f. tempat dan tanggal penetapan.

(5) Surat Penetapan Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

BAB IV
PENGUJIAN KONSEKUENSI

Bagian Kesatu Tahapan

Pengujian Konsekuensi

Pasal 5

(1) PPID berkoordinasi dengan pejabat pada unit kerja yang
menguasai dan mengelola informasi tertentu untuk melakukan
Pengklasifikasian Informasi Publik.

(2) PPID berkoordinasi dengan pejabat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) membuat pertimbangan tertulis secara saksama dan
penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu
Dikecualikan.

(3) Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik dan/atau Undang- undang
lainnya.

(4) Hasil pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaporkan kepada Pimpinan Badan Publik untuk mendapatkan
persetujuan.

(5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan

informasi yang tersedia setiap saat.

Bagian Kedua

TeknikPengujian Konsekuensi

Pasal 6
(1) Dalam melakukan Pengujian Konsekuensi, PPID wajib:

a. menyebutkan secara jelas, dan terang informasi tertentuyang

akan dilakukan Pengujian Konsekuensi;



b. mencantumkan undang-undang yang dijadikan dasar
pengecualian;
c. mencantumkan konsekuensi; dan
d. mencantumkan jangka waktu.
(2) Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Bagian Ketiga

Pemberian dan Penyimpanan Informasi yang Dikecualikan

Pasal 7

(1) Dalam hal salinan dokumen Informasi Publik akan diberikan
kepada publik, PPID dapat menghitamkan atau mengaburkan
materi Informasi yang Dikecualikan.

(2)PPID tidak dapat menjadikan pengecualian sebagian informasi
dalam suatu salinan dokumen Informasi Publik sebagai alasan
untuk mengecualikan akses publik terhadapkeseluruhan salinan
dokumen Informasi Publik.

(3)PPID wajib menjaga kerahasian, mengelola dan menyimpan
dokumen Informasi yang Dikecualikan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB V

JANGKA WAKTU PENGECUALIAN

Pasal 8
(1) Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka
dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat
menghambat proses penegakan hukum ditetapkanpaling lama 30
(tiga puluh) tahun.
(2)Jangka Waktu Pengecualian sebagaimana dimaksud padaayat (1)
dikecualikan jika Informasi Publik tersebut telah dibuka dalam

sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.



Pasal 9
Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka
dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapatmengganggu
kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan
perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat ditetapkan sesuai

dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 10

(1) Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka
dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat
membahayakan pertahanan dan keamanan negara,
mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, merugikanketahanan
ekonomi nasional, dan merugikan kepentingan hubungan luar
negeri ditetapkan selama jangka waktu yangdibutuhkan.

(2) Penentuan jangka waktu yang dibutuhkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan Badan Publik
yang bersangkutan dengan mempertimbangkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka
dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan
kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang ditetapkan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka
dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat
mengungkap rahasia pribadi seseorang ditetapkanselama jangka
waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi
seseorang.

(3) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dapat dibuka jika:

a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan

tertulis; dan/atau



b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam
jabatan-jabatan publik sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 12
Jangka Waktu Pengecualian memorandum atau surat-surat antar-
Badan Publik atau intra-Badan Publik yang berkaitan dengan
Informasi yang Dikecualikan ditetapkan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) PPID menetapkan Informasi yang Dikecualikan yang telah habis
Jangka Waktu Pengecualiannya menjadi InformasiPublik paling
lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya Jangka
Waktu Pengecualian

(2) Dalam hal PPID tidak melakukan penetapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) maka Informasi yang Dikecualikan
menjadi Informasi Publik pada saat berakhirnya Jangka Waktu
Pengecualian.

(3) Informasi yang Dikecualikan yang dinyatakan terbuka
berdasarkan putusan Komisi Informasi dan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap wajib disediakan dan dapat diakses
oleh setiap orang

(4) Informasi  yang Dikecualikan yang dinyatakan terbuka
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan ke dalamdaftar

informasi publik.

BAB V

PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANGDIKECUALIKAN

Bagian Kesatu

Pengubahan Informasi yang Dikecualikan

Pasal 14
(1) Dalam hal PPID menilai dan mempertimbangkan perlu melakukan

pengubahan terhadap suatu Informasi yang



Dikecualikan maka pengubahan tersebut hanya dapat dilakukan
berdasarkan Pengujian Konsekuensi dan mendapat persetujuan
dari Pimpinan Badan Publik.

(2) Tahapan Pengujian Konsekuensi terhadap pengubahan Informasi
yang Dikecualikan dilakukan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 Peraturan Komisi ini.

(3) Pengujian Konsekuensi terhadap pengubahan Informasi yang
Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)tercantum
dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Komisi ini.

Bagian Kedua

Penetapan Pengubahan Informasi yang Dikecualikan

Pasal 15
(1) PPID menetapkan Pengujian Konsekuensi terhadap pengubahan
Informasi yang Dikecualikan.
(2) Penetapan  Pengujian Konsekuensi terhadap pengubahan
Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebutkan pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Peraturan Komisi ini  mulai berlaku pada  tanggal

diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara

Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Maret 2017

KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT,

JOHN FRESLY

Diundangkan di Jakarta pada
tanggal 17 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK
INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN KOMISI INFORMASI
NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG

PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI PUBLIK

UMUM

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik yang selanjutnya disingkat UU KIP, memberikan kewajiban bagi
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID
untuk melakukan Pengujian tentang Konsekuensi terhadap Informasi Publik
tertentu yang akan dinyatakan atau ditetapkan sebagai Informasi yang
Dikecualikan.

Bahwa terhadap kewajiban PPID untuk melakukan PengujianKonsekuensi,
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Undang-undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang selanjutnya
disingkat PP PUU KIP sebagai peraturan pelaksana telah mengatur beberapa hal
antara lain tentang Pengklasifikasian Informasi dan jangka waktu pengecualian
Informasi yang Dikecualikan.

Bahwa agar kewajiban PPID dalam melakukan Pengujian Konsekuensi
terhadap Informasi Publik tertentu yang akan Dikecualikan sebagaimana diatur
dalam UU KIP dan PP PUU KIP memiliki kesamaan format, tahapan
pengklasifikasian Informasi dan teknik Pengujian Konsekuensi maka perlu diatur
lebih lanjut tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.

Bahwa secara umum ruang lingkup dalam pengaturan Pengklasifikasian
Informasi Publik yaitu mengenai:

1. ketentuan umum;



asas dan tujuan pengklasifikasian Informasi Publik;
tata cara pengklasifikasian Informasi Publik;
pengujian konsekuensi;

jangka waktu pengecualian;

pengubahan klasifikasi Informasi yang Dikecualikan; dan

No o s b

ketentuan penutup.

Bahwa dengan adanya pengaturan ini, PPID dalam melakukan
pengklasifikasian Informasi Publik dan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi
Publik tertentu yang akan Dikecualikan memperoleh dasar hukum bagaimana
melakukan tahapan pengecualian informasi dan pengubahan Informasi yang
Dikecualikan. Dengan demikian seluruh PPID pada masing- masing Badan Publik

dapat menerapkan asas dan tujuan Keterbukaan Informasi Publik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “ketat” adalah pengecualian informasi

hanya dapat dikecualikan berdasarkan Undang-undang tentang

Keterbukaan Informasi Publik dan Undang- undang.

Yang dimaksud dengan “terbatas” adalah Jangka Waktu Informasi

yang Dikecualikan tidak bersifat permanen.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.



Pasal 4

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sebelum adanya permohon informasi
publik” adalah PPID telah menentukan terlebih dahulu informasi
tertentu yang dikecualikan sebelum adanyapermohonan informasi

tertentu yang diajukan kepada PPID.

Yang dimaksud dengan “pada saat adanya permohonan Informasi
Publik” adalah Pengujian Konsekuensi terhadapinformasi tertentu
yang dilakukan PPID pada saat menerima permohonan Informasi

Publik dari Pemohon Informasi Publik.

Yang dimaksud dengan “pada saat penyelesaian sengketalnformasi
Publik” adalah Pengujian Konsekuensi terhadapinformasi tertentu
yang dilakukan PPID berdasarkan perintah dari Majelis

Komisioner yang memeriksa dalam sengketa a quo.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)



Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertulis” adalah

pertimbangan yang dibuat PPID dalam lembaran Pengujian

Konsekuensi.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud “secara jelas dan terang” adalah
menyebutkan informasi tertentu yang akan dikecualikan
secara nyata, gamblang sesuai denganinformasinya.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “konsekuensi” adalah
menyebutkan alasan atau akibat apabila suatu informasi
tertentu diberikan kepada publik danalasan atau akibat
apabila suatu informasi tertentu tidak diberikan kepada
publik dengan mendasarkan pada Undang-undang.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.



Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Informasi Publik yang apabila dibuka

dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat

menghambat proses penegakan hukum” yaitu informasi yang
dapat:

1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu
tindak pidana;

2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi,dan/atau
korban yang mengetahui adanya tindakpidana;

3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana
yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan
segala bentuk kejahatan transnasional;

4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegakhukum
dan/atau keluarganya; dan/atau

5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau
prasarana penegak hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Pasal 9

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-
undangan”antara lain peraturan perundang-undangan mengenai rahasia
dagang,peraturan perundang-undangan mengenai paten,
peraturanperundang-undangan mengenai larangan praktek monopoli
danpersaingan usaha tidak sehat, dan peraturan perundang-

undanganmengenai dokumen perusahaan.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Informasi yang terkait dengan sistem

pertahanan dan keamanan negara” adalah Informasi tentang:

1. infrastruktur pertahanan pada kerawanan: sistem
komunikasi strategis pertahanan, sistem pendukung strategis
pertahanan, pusat pemandu, dan pengendalioperasi militer;

2. gelar operasi militer pada perencanaan operasi militer,
komando dan kendali operasi militer, kemampuan operasi
satuan militer yang digelar, misi taktis operasi militer, gelar
taktis operasi militer, tahapan dan waktu gelar taktis operasi
militer, titik-titik kerawanan gelar militer, dan kemampuan,
kerawanan, lokasi, serta analisis kondisi fisik dan moral
musuh;

3. sistem persenjataan pada spesifikasi teknis operasional alat
persenjataan militer, kinerja dan kapabilitas teknis operasional
alat persenjataan militer, kerawanan sistem persenjataan
militer, serta rancang bangun dan purwarupa persenjataan
militer;

4. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik
yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan
dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan,
pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan

dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;



10.

dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi,
teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan
sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi
tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau
evaluasi;

jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan
kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan
keamanan negara serta rencana pengembangannya;

gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan
dan/atau instalasi militer;

data perkiraan kemampuan militer dan pertahanannegara lain
terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara
tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama
militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian
tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;

sistem persandian negara; dan/atau

sistem intelijen negara.

Yang dimaksud dengan “Informasi Publik yang apabila dibuka

dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan

ketahanan ekonomi nasional” adalah:

1.

rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional
atau asing, saham dan aset vital milik negara;

rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model
operasi institusi keuangan;

rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman
pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan
negara/daerah lainnya;

rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
rencana awal investasi asing;

proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau
lembaga keuangan lainnya; dan/atau

hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.



Yang dimaksud dengan “Informasi Publik yang apabila dibuka dan

diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan

kepentingan hubungan luar negeri” adalah:

1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil
oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi
internasional;
korespondensi diplomatik antarnegara;
sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam
menjalankan hubungan internasional; dan/atau

4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis
Indonesia di luar negeri.

Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 11
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-

undangan” antara lain peraturan perundang-undangan mengenai

kearsipan.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Informasi Publik yang apabila dibuka dan

diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap

rahasia pribadi” adalah:

1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;

2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik,
dan psikis seseorang;

3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank
seseorang;

4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas,
intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang;
dan/atau

S. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan
dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan
pendidikan nonformal.

Ayat (3)

Cukup jelas.



Pasal 12

Yang dimaksud dengan “Memorandum yang dirahasiakan” adalah

memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan

Publik yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihakselain Badan

Publik yang sedang melakukan hubungan dengan Badan Publik

dimaksud dan apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses

penyusunan kebijakan, yakni dapat:

1.

Pasal 13

mengurangi kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam pengajuan

usul, komunikasi, atau pertukaran gagasan sehubungan dengan

proses pengambilan keputusan;

. menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan
secara prematur;

. mengganggu keberhasilan dalam suatu proses negosiasi yang akan

atau sedang dilakukan.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “berkekuatan hukum tetap” adalah suatu

perkara yang telah diputus dan tidak ada lagi upaya hukum.

Ayat (3)

Pasal 14

Cukup jelas.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mengubah klasifikasi informasi yang
dikecualikan” misalnya Informasi Publik yang semula
diklasifikasikan sebagai Informasi yang Dikecualikan berkaitan
dengan proses penegakan hukum kemudianklasifikasinya diubah
menjadi Informasi yang Dikecualikan berkaitan dengan

pertahanan dan keamanan negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (1)
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.



